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ABSTRAK
Nama : Muhammad Firmansyah
N.P.M : 0906652854

Progran studi : Kenotariatan

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan TatahMilik
Warga Sidoarjo Oleh P.T. Lapindo Brantas

Sehubungan dengan bencana semburan Iumpur Lapindog y
menyebabkan kerugian pada warga sekitar, Pemerim@ahgeluarkan
Peraturan Presiden No. 14/2007 Tentang Badan Pgulamgan Lumpur
Sidoarjo bahwa dalam rangka penanganan masalahal sos
kemasyarakatan, P.T. Lapindo Brantas diperintaltkambeli tanah dan
bangunan masyarakat dengan pembayaran secaraapersaisuai dengan
peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 denganjadd beli bukti
kepemilikan tanah yang mencamtumkan luas tanah ldkasi yang
disahkan oleh Pemerintah. Permasalahannya adatginienakah cara
yang dilakukan oleh badan hukum dalam hal ini ReeseTerbatas untuk
dapat menguasai tanah Hak Milik atas tanah sesungjash peraturan yang
berlaku dan Cara apa yang seharusnya dilakukan Bl&h Lapindo
Brantas untuk dapat menguasai Hak Milik atas tamasyarakat yang
terkena luapan lumpur Sidoarjo agar tidak berteggandengan Pasal 26
ayat (2) UUPA No. 5/1960 serta bagaimana cara gagtiyang dilakukan
oleh P.T. Lapindo Brantas apakah sesuai dengamtkere peraturan
perundang-udangan yang berlaku. Penelitian yangindigan dalam
penelitian pada penulisan hukum adalah penelitiakuim Normatif
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah noé&igd normatif
yang bersifat deskriptif. Tesis ingin menjelaskaangenai bahwa cara
perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh sumtdan hukum dalam
hal ini Perseroan Terbatas Lapindo Brantas terhatiap Hak Milik atas
tanah tidak sesuai dengan UUPA oleh karena itu gamg seharusnya
digunakan adalah dengan Pelepasan Hak atau Peramddhk yang
didahului dengan perubahan hak adapun cara merantoéntuk ganti
rugi perlu memperhatikan NJOP, Nilai Bangunan ddai NNlanaman.

Kata Kunci : Hukum Agraria, Hak Milik, Cara PerodhTanah, Badan
Hukum
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ABSTRACT
Name : Muhammad Firmansyah
Number of Identity : 0906652854
Study Program : Kenotariatan
Title . Against Judicial Review Land Tenure ProgeRights

Citizens Sidoarjo By PT Lapindo Brantas

In connection with the Lapindo mudflow disasterttbauses harm to surrounding
residents, the Government issued Presidential Regal 14/2007 On Sidoarjo
Mud Management Agency that within the frameworktloé handling of social
issues, PT Lapindo Brantas was ordered to purclaamseand building societies
with payment in stages, according to the affecred anap dated March 22, 2007
with a deed of sale proof of land ownership andiIsimowed location approved by
the Government. The problem is how the way in whioh legal entity in this
Limited Liability Company to be able to control theend Ownership of land in
accordance with existing regulations and the wawntwdhould be done by P.T.
Lapindo Brantas to be able to master the PropergytR of the public lands
affected by mudflow Sidoarjo not to conflict withrticle 26 paragraph (2) No 5/
1960 UUPA and how compensation is carried out bl. Rapindo Brantas.
Research used in research on legal writing is Nowadegal research method
used in research is a normative methodology isrg#s@. Thesis to explain
about that way of acquiring land rights committgdaldegal entity in this Limited
Liability Lapindo Brantas to top Ownership of larsdnot in accordance with the
BAL therefore the way it should be used is by Waive Transfer of Rights,
which is preceded by As for the right to determimuev changes in the form of
compensation need to pay attention NJOP, ValuedBig$ and Plants.

Keywords: Agrarian Law, Property Rights, How to darcquisition, Legal
Entity
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esapunyai peranan
yang sangat penting dalam membangun masyarakanhds@o yang adil dan
makmur, karena tanah merupakan salah satu sumparatiam yang tidak dapat
diperbaharui dan merupakan satu sistem, Sebagahnatdu sarana, tanah adalah
benda yang mempunyai sifat unik. Dikatakan demilkarena di satu sisi tanah
adalah sumber daya non hayati, artinya bahwa tadalah suatu benda yang
tidak dapat memperbaharui dirinya menjadi banyalsi€) yang lain tanah sangat
dibutuhkan oleh setiap manusia. Hampir tidak adgigten manusia yang tidak
berkaitan dengan tanah. Manusia memerlukan wismam@h untuk tempat
tinggal), marga (sarana perhubungan darat), kaeyap@at untuk berusaha), suka
(tempat untuk rekreasi), dan penyempurna (tempbgmatan, pendidikan, dan
sebagainya). Dengan kata lain bahwa dalam perkegabaga, kebutuhan
manusia akan tanah ini dapat dikelompokan menjatutuhan yang bersifat
pribadi, untuk kegiatan usaha, untuk kegiatan-kagiakhusus, dan untuk
kepentingan umum.

Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antarasmadengan tanah
menempatkan individu dan masyarakat sebagal kesgtamg tak terpisahkan
(kedwitunggalan) bahwa pemenuhan kebutuhan sespotarnadap tanah
diletakan dalam kerangka kebutuhan seluruh- masgasdhingga hubungannya
tidak bersifat individualistis semata, tetapi lelidarsifat kolektif dengan tetap
memberikan tempat dan penghormatan terhadap hag&grangan.
hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Secara yuridis pengertian tanah adalah sebagaiteesantum dalam Pasal
1 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tenkargturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (BYfaitu “tanah” adalah

“permukaan bumi”.

! Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi.
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001). Hal. 158.

1
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Kata tanah dalam Hukum Tanah Nasional, tentunyaktisama dengan
pengertian tanah pada umumnya. Dalam Hukum Taradé,t&nah dipakai dalam
arti yuridis. Hal ini bisa dijumpai dalam Pasal yat(1) Undang-Undang Pokok
Agraria :

“Atas dasar Hak Menguasai dari Negara sebagai ylamgksud dalam
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atasikesm bumi yang
disebut tanah, dapat diberikan kepada dan dipuvighi orang-orang baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orangddia badan-badan
hukum.”

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam peageyuridis adalah
permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah lask sebagian tertentu
permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dem@@@ran panjang dan
lebar?

Pada kenyataannya terlihat di mana ketersediaantéueah tersebut tetap,
sedangkan kebutuhan tanah terus bertambah. Olemgatu, Negara sebagai
badan penguasa mempunyai wewenang untuk mengatarnsenyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemelihdraam, air dan ruang
angkasa. Negara juga berwenang menentukan dan toergdungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan hukum menyangkaht Dengan adanya Hak
Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dadeal 2 ayat (1) Undang-
Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasakHPokok Agraria atau
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa :

“atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945hdkhal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkesaasuk kekayaan
alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkgsang tertinggi dikuasai
oleh negara sebagai organisasi kekuasaan selursyaraiat”.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, kita perlu mi«geiya dengan Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945, makna dikuasai nelgakan berarti bahwa
tanah tersebut harus dimiliki secara keselurahah olegara, tetapi pengertian

dikuasai itu membawa wewenang kepada negara sebegmisasi kekuasaan

2 |rene Eka Sihombing. Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2005). Hal. 6.
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dari Bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggitu mengatur dan

menyelenggarakan tanah untuk pengguanaan, pemsedaa pemeliharaannya
menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipatgsibagian dari bumi, air
dan ruang angkasa di atas tanah itu: menentukanmdgngatur hak-hak yang
dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruamgkasa di atas tanah itu,
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuraraardgrang dan

perbuatan hukum antara orang mengenai bumi, airrdang angkasa di atas
tanah itu®

Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Hampiadakkegiatan
pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tafdéh karena itu tanah
memegang peranan yang sangat penting, bahkan mkaenberhasil tidaknya
suatu pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di segadndikehidupan baik
untuk kepentingan unum maupun kepentingan swakthi seembutuhkan tanah
sebagai wadah untuk diletakkan pembangunan itui geémbangunan terus
meningkat dan persediaan tanahpun semakin sulitetbatas. Keadaaan seperti
ini dapat menimbulkan konflik karena kepentinganuamdan kepentingan
perorangan saling berbenturan. Kondisi seperti diperlukan upaya dan
pengaturan yang bijaksana dan adil guna menghikdaflik-konflik yang lebih
meresahkan masyarakat banyak.

Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan memberikbrang untuk
melakukan pengadaan tanah guna berbagai proyekubaik kepentingan umum
amupun untuk kepentingan swasta/bisnis, baik dalkal kecil maupun dalam
skala besar. Karena tanah negara yang tersedieh stidizk memadai lagi
jumlahnya, maka untuk mendukung berbagai kepemingesebut yang menjadi
obyek adalah tanah-tanah hak baik yang dipuny# oftang perseoranan, badan
hukum maupun masyarakat hukum adat.

Pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan selingienimbulkan

konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya, imaldisebabkan oleh

3R.G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan Indonesia, (Jakarta: P.T. Bina Aksara, 1986).
Hal. 2.
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kesenjangan antades Sollen sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengies Sein berupa kenyataan yang terjadi.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis peaagathnah, pertama
pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yendgitdari kepentingan
umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah umektkegan swasta yang
meliputi kepentingan komersial dan bukan bukan ksrmakatau bukan sosial.

Menurut John Selindeho, kepentingan umum adalahasuk kepentingan
bangsa dan Negara serta kepentingan bersama ralgrajan memperhatikan
segi-segi sosial, politik, psikologis, dan hankamnatas dasar asas-asas
pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahas@mnal serta wawasan
nusantara.

Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta, berlaugard pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, baik secara peruntd&a kemanfaatan maupun
tata cara perolehan tanahnya, Hal ini dikarenakiaskp/ang membutuhkan tanah
bukan subyek yang berhak untuk memiliki tanah dersgatus yang sama dengan
tanah yang berhak untuk memiliki tanah dengan stgaing sama dengan tanah
yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut danujbant memperoleh
keuntungan semata.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pengadaah tamuk kepentingan
swasta adalah kepentingan yang diperuntukan memhepek@untungan semata
sehingga peruntukan dan kemanfaatannya hanya dtiikateh pihak-pihak
tertentu bukan masyarakat luas. Jadi tidak semaragdrisa memperoleh manfaat
dari pembangunan tersebut, melainkan orang-oramg lyarkepentingan saja.

Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dilakekaara langsung,
antara pemilik tanah dan yang yang membutuhkanhtaoatoh badan hukum
Perseroan Terbatas sesuai kesepakatan bersama.

Berkaitan dengan Pengadaan Tanah untuk kepentisgasta di atas
apabila sebuah badan hukum ingin menguasai hak atds tanah, dalam hal ini

hak milik sebagai hak yang turun-temurun, terkuah derpenuh yang dapat

* Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya,
(Jakarta:Kompas,2008), hal. 100.

> John Salindheo, Masalah Tanah Dalam Pembangunan Cetakan Kedua, (Jakarta:Sinar
Grafika, 1988), hal. 200.
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dipunyai orang atas tanah, terdapat pula hak ganguman, hak guna usaha, hak
pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memunguiit thatan dan hak-hak
lainnya yang telah ditetapkan dengan Undang-undd®glain hak milik
mempunyai hak yang turun-temurun, terkuat dan terpguga dikatakan bahwa
hak milik mempunyai kekuatan hukum yang lebih tingpga dibandingkan
dengan hak guna bangunan, karena pemegang hak soitileh tidak perlu
memperpanjang jangka waktu hak atas tanahnyaninaéibeda dengan hak guna
bangunan yang memiliki keterbatasan dalam jangk&uwgang pada suatu saat
akan berakhir, hal ini terkandung dalam pasal 3& §¥) dan (2) UUPA yang

berbunyi bahwa :

(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan da&ampunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknpdirsedengan
jangka waktu paling lama 30 tahun.

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengimperikan serta
keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersielarn ayat (1)
dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20tahu

Meskipun hak guna bangunan dikatakan mempunyaidkekuhukum yang lebih
rendah dibandingkan dengan hak milik tetapi denadanya suatu kebutuhan,
maka para pemegang hak merasa perlu melakukangbenutstatus tanah hak
milik menjadi hak guna bangunan, maka dalam hap@merintah mengeluarkan
Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadaraRaehan Nasional Nomor
16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjaalk buna Bangunan atau
Hak Pakai Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai. ikanmentuk kepentingan
suatu badan hukum dalam hal ini adalah P.T. (Reaeeferbatas) harus merubah
status tanahnya yang semula hak milik menjadi halagangunan karena perlu
diketahui bahwa pada dasarnya suatu badan hukumsughya PT (Perseroan
Terbatas) harus berstatus hak guna bangunan masétgdam melakukan suatu
perubahan tersebut memerlukan biaya yang tidakisetiin memerlukan suatu
proses yang cukup lama. Hal tersebut didasarkara gaabkal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang PenunjulkathaiBBadan Hukum
Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang nmegaian bahwa Menteri
Pertanian/Agraria berwenang untuk meminta kepadiribdadan hukum, agar

supaya mengalihkan tanah-tanah milik yang dipurygipada waktu mulai
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berlakunya Peraturan ini kepada pihak lain yang@tagempunyai hak milik atau
memintanya untuk diubah menjadi hak guna bangumak.guna usaha atau hak
pakai.

Dalam kehidupan masyarakat permasalahan yang itaerkdengan tanah
sering terjadi, masalah yang sering muncul misajmg@butan pemilikan tanah,
alih fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukaniggradasi kualitas lahan dan
lingkungan, tidak adanya jaminan hukum penguasaarpémilikannya. Dampak
dari permasalahan tersebut sangat dirasakan diglulsenasyarakat (baik daerah
pedesaan, perkotaan, pesisir, perbatasan, hutagiddain).

Pada dasarnya masalah tanah adalah sangat akgianbausia dimana
saja, terutama dalam masa pembangunan. Berdasgskagamatan atas
pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, memberikarmgankepada kami bahwa
masalah tanah adalah faktor penting yang berpehgagrada jalannya
pembangunaf.

Timbulnya masalah-masalah tanah bukannya disebaltleaena tidak
adanya peraturan perundangan yang memadai, bukéidaiksada manusia yang
mampu melaksanakannya, melainkan lebih banyak alg@n oleh kurangnya
menguasai dan menghayati bidang keagrariaan atéanphan, sehingga dalam
pengalamannya terjadi hal-hal yang tidak sesuayaleketentuan-ketentuan yang
berlaku, maka dalam hal ini diperlukan cara pandtamgpola pikir yang terarah.

Sehubungan dengan permasalahan tanah tersebutapgdal 29 Mei 2006
di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc, di DudBamlongnongo, Desa
Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidodgea Timur, terjadi
semburan Banjir Lumpur Panas atau biasa disebatgeggan Lumpur Lapindo
yang dimana banjir lumpur panas tersebut mulai gengngi areal persawahan,
pemukiman penduduk dan kawasan industri, akibatbgayak tanah dan
perumahan warga sekitar mengalami kerugian, dinteamezh warga yang terkena
semburan lumpur lapindo tersebut sudah tidak diisanali lagi batas fisik dan

haknya, karena sampai sekarang daerah tersebut rdagnangi oleh lumpur.

& Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi.
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001). Hal. 7.

7 John Salihendo. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal.
5.
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Oleh sebab itu warga yang terkena dampak dari sembdumpur lapindo,
menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkah B.T. Lapindo Brantas.
Pemerintah pun turun tangan dalam mengatasi masatabbut, dengan cara
mengeluarkan  Peraturan Presiden Nomor 14 Tahury Z0éntang Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam Peraturasideme tersebut khususnya

Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyamak@T Lapindo
Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat texkgna luapan
lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertaegpai dengan peta
area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akteb@h kepemilikan
tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yhsmhkan oleh
Pemerintah”.
Menurut Pasal tersebut diatas bahwa PT Lapindo t8samembeli tanah dan
bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpuragidauntuk status tanah
Hak Guna Bangunan mungkin tidak menjadi masalah B&gLapindo Brantas
untuk melakukan proses Jual Beli tersebut, tetasopéannya untuk tanah
masyarakat Sidoarjo yang berstatus tanah Hak M#iku akan menjadi suatu
masalah apabila PT. Lapindo Brantas melakukan Bedil tanah Hak Milik
tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang Nomdahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 alptdén ayat (2) yang

berbunyi:

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak mil
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yapgtdnempunyai
hak milik dan syarat-syaratnya.

Jelas bahwa Jual Beli tanah Hak Milik antara korbapindo perorangan dengan
P.T. Lapindo Brantas bertentangan dengan Pasal 21INO. 5 Tahun 1960
UUPA, sebab P.T. Lapindo Brantas merupakan Badakutduyang bukan
merupakan subjek hukum pemegang Hak Milik atashtaBaibjek hukum Hak
Milik atas tanah menurut pasal 21 UUPA adalah Whh thadan-badan hukum
yang ditunjuk pemerintah, yang selanjutnya di aiemgan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-B&tldum Yang Dapat

Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dengan demikianacdual Beli atas tanah
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Hak Milik antara P.T. Lapindo Brantas dengan wafjdoarjo yang menjadi
korban tentu akan memunculkan permasalahan.

Berdasarkan adanya permasalahan dalam pengatuyaes’Bo. 14 Tahun
2007 itulah maka perwakilan warga korban telahkdikan upaya hukum berupa
gugatan uji materiil atas Pasal 15 Perpres No. ddui 2007 kepada Mahkamah
Agung. Namun ironisnya, dalam putusannya Nomor /21MR1/2007 hakim
Mahkamah Agung menolak gugatan uji materiil terséefampa melakukan uiji
subsantif sedikitpun dengan alasan bahwa Mahkamgind tidak memiliki
kewenangan untuk menguji substansi atas Perpresbtdrdi karenakan Perpres
No.14 Tahun 2007 dianngap sebagai suatu produkjakeli yang telah
dikeluarkan secara sah. Permasalahannya adalakapuiyi materiil Mahkamah
Agung bersifat final dan binding (langsung mengiélah tidak dapat dilakukan
upaya hukum lebih lanjut). Dengan demikian, makaugan penolakan uiji
materiil atas Perpres No. 14 Tahun 2007 oleh Malakamgung tersebut
menguatkan atau melegitimasi suatu Produk eksekydiig secara nyata
melanggar hukurfi.

Walaupun kemudian Presiden merevisi Peraturande&rediomor 14 Tahun
2007 menjadi Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2808 kemudian direvisi
kembali menjadi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahd®d9 2Tentang Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tetapi tetap tidakymlesaikan permasalahan
Jual Beli khususnya Pasal 15 ayat (1) tersebuk tielkena revisi.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan cara gagityang dilakukan
oleh P.T. Lapindo terhadap hak atas tanah korbrapuwu warga Sidoarjo Menurut
Zainuddin Ali, untuk dapat melakukan penganaliseahadap sistem ganti rugi
terhadap kasus lumpur lapindo di Kabupaten Sidpaperlu dilakukan
penganalisaan secara sosiologi hukum. Pengkajiangagte menggunakan
pendekatan sosiologi hukum menunujukan selain petde yuridis normatif
dalam mengkaji masalah hukum, masih terdapat argj yain yaitu hukum dalam

kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyaakat

8 http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/11/lumpur-lapindo-selesai/ diakses
tanggal 01 November 2011
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Hukum dalam masyarakat dimaksud bukan kenyataanbeéatuk pasal-
pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimlaukum itu
dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan shharya. Kalu mempelajari
hukum dalam kenyataannya yang sedemikian itu, nhakas keluar dari batas-
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dirdatasyarakat.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 14/2007 jo. PeA8£%008 jo. Perpres
40/2009 bahwa, PT Lapindo Brantas membeli tanah bdagunan masyarakat
yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembaysgcara bertahap, untuk
korban yang mempunyai tanah yang sudah bersettifds@u mungkin tidak
menjadi masalah tapi bagaimana dengan korban yamghtnya belum ber
sertifikat yang dalam kasus ini hanya mempunyatild@pemilikan tanah Leter C
dan Petok D. Karena proses ganti rugi nya tidakrdékan oleh tanah yang sudah
bersertifikat oleh PT. Lapindo Brantas.

Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajidwada@p masalah
tersebut, maka dikemukakan penelitian dalam bergsis dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH HAK MILIK
WARGA SIDOARJO OLEH P.T. LAPINDO BRANTAS".

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokokasalahan sebagai
berikut :

1. Apakah cara perolehan tanah yang dilakukan oleh Eapindo Brantas
untuk menguasai tanah hak milik masyarakat yarger luapan lumpur
Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Apakah pembayaran ganti rugi yang diberikan oléh Papindo Brantas
pada masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidesgwmai dengan

peraturan perundang-undangan ?

° Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum. (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2004). Hal.
20.
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1.3 Metode Pendlitian
Dalam rangka penulisan tesis harus diperhatikdmwhaesis merupakan

karya ilmiah yang harus disusun secara tegas,, jd&s sistematis berdasarkan
fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya @aa-dhta yang diperoleh,
sehingga sebelum memulai suatu penulisan diperlalanya penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawabanmErmasalahan yang
diajukan dan untuk mencapai tujuan tersebut makalgememilih metode yang
sesuai dengan masalah yang akan diteliti suatulipanedilakukan dengan
mengikuti metode atau tata cara terteftu.

1. JenigTipePendlitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalaenypsunan tesis ini
adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitidmukum yang mencakup
penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematikainiu taraf sinkronisasi
hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, geteelitian hukum di
dalam pelaksanaanya, baik terhadap efektifitas muttalam masyarakat, maupun
terhadap identifikasi hukum yang tidak tertdfisDi mana penulis dalam
penelitian ini lebih mengarah kepada sistematikluhu dan taraf sinkronisasi

hukum.

2. Sifat Pendlitian
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesisadalah penulisan yang
bersifat deskriptif analistis, yaitu menggambarkgejala-gejala yang timbul
diambil di masyarakat. Kemudian dilakukan analiséuls mencari jawaban dari

pokok permasalahan yang diajukan.

3. Tahap Pendlitian
Dalam rangka menganalisa masalah yang peneliti kakaum, diperlukan

data yang akurat dan mutakhir oleh karenanya digamaeknik pengumpulan

10 Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2001), Hal. 12.

Y Ibid, Hal. 14.

12 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, ( Jakarta: Ul-Press, 1986), Hal. 10-11

UNIVERSITAS INDONESIA

TIHMRIEAYGHAMS .- MArnBATRac-rimaas§ AN AR IR @P1 2



11

data melalui®®

a. Pendlitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoéta dekunder melalui
berbagai literatur baik peraturan perundangan, Hmukw, media cetak, atau
pelaporan yang berkaitan dengan masalah penel8imua data dihimpun untuk
melengkapi data primer yang diperoleh di lapangaenelitian kepustakaan
tersebut diperlukan untuk mempertajam konsep dan $@ng berguna untuk
menganalisa permasalahan secara mendalam, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat, dan
terdiri dari :

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undangxhind?okok
Agraria

b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentandafteran Tanah

c) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang rBada
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasargenai bahan
hukum primer, seperti, rancangan undang-undangl-tesl| penelitian,
hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikaonp&k maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekurmt@ohnya adalah
kamus, ensiklopedia, mengakses internet dan segeris

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan mukumer
dan bahan hukum sekunder.

b. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumeRetpustakaan yang
dilakukan di beberapa tempat. Studi Kepustakadakdkan di berberapa tempat,
seperti Perpustakaan Universitas Indonesia , maupengakses data melalui
internet, dan melakukan kajian terhadap ketentubMPAl Perpres 14/2007 jo.

B Ibid, Hal. 29.
" ibid., Hal. 13.
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Perpres 48/2008 jo. Perpres 40/2009 dan teorni-tggmmg berkaitan dengan

penelitian.

c. AnalissData

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mygunyai pengertian suatu
pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitiang menghasilkan data
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan olshsaran penelitian yang
bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan garilyata. Yang diteliti dan
dipelajari adalah obyek penelitian yang dfulsehingga analisis penelitiannya
dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hnuksekunder maupun data
hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan Hid&sebut, selanjutnya

digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian in

d. Metode Pengambilan Kesimpulan
Kesimpulan yang akan di ambil oleh penulis adakigdn metode induktif,
yaitu menggunakan data yang bersifat umum dan kemutlambil kesimpulan

yang bersifat khusus.

1.4. Sistematika Penulisan
Tesis ini terbagi menjadi tiga Bab. Berikat adalah isi dari masing-
masing bab tersebut.

BABI : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis memaparkan
tentang Latar Belakang dari topik yang akan dibablek
penulis dalam penulisan tesis ini, Pokok Permasalafang
dikaji, Metode Penelitian apa saja yang dipakaihole

penulis, dan Sistematika Penulisan.

BABII : PEMBAHASAN Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian
pustaka berupa penelusuran literatur yang teliakukan,

yang berhubungan dengan kasus penguasaan tanah hak

> ibid., Hal. 32.
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bekas warga yang dilakukan oleh P.T. Lapindo Bsanta

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Presiden nomor 14
tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di

Sidoarjo.

BAB I : PENUTUP Bab ini berisikan simpulan dan saran yang

bermanfaat dari hasil penelitian.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK PENGUASAAN ATAS
TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

2.1. Pengertian Tanah dan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Sebutan Tanabalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam bebartipa
maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan,dkgtahui dalam arti apa
istilah tersebut digunakan. Menurut kamus besaadmlindonesia (1994) Tanah
adalah'®

a. permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatesise

b. keadaan bumi di suatu tempat;

c. permukaan bumi yang diberi batas;

d. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagian bahan tsegqasir, cadas, napal

dan sebagainya).

Pengertian tanah itu sendiri dimana dalam hukurahtd@ta sebutan tanah
dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertiang telah diberi batasan
resmi oleh Undang-undang Pokok Agraria (Yang setagp disingkat UUPA).
Dalam pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaidiamksud dalam pasal
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permik@ain yang disebut
tanah. Yang dapat diberikan kepada dan dipunydi otang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dEtan-badan
hukum?”.
dengan demikian tanah menurut pengertian yurididahdpermukaan bumi, dan
hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumy pagian tertentu dari
permukaan bumi yang menurut satuan-satuan terdataberdimensi dua dengan
ukuran panjang dan lebar tertentu.
Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepaugsddndonesia,

merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsumdap dan penghidupan

* Jrene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), Hal. 5.
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bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesarypekamakmuran rakyat

yang terbagi secara adil dan merata, sehingga tahalhh untuk diusahakan atau
digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata.b8eban dengan itu

penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaarpetaaliharaannya perlu

diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam pergaragian pemanfaatannya
serta sekaligus terselenggara perlindungan hukugn raltyat banyak terutama

golongan petani, dengan tetap mempertahankan &eskemampuannya dalam
mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjGtan.

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkai@enang, kewajiban
dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk kdedmsaatu dengan tanah
yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib dan / atewashg untuk diperbuat itulah
yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hedupsaan atas tanah yang
diatur dalam hukum tanah yang bersangkutan. Kewgarmartya dimana setian
pemegang hak atas tanah mempunyai kewenangan oreoggunakan sendiri
tanah haknya, misalnya saja tanah Hak Milik dapgtirthkan untuk memenuhi
keperluan pribadinya; untuk membangun rumah tinggalwajibannya adalah
menggunakan tanah sesuai peruntukan dan penggy@aaientunya juga
dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, yancathikgn dalam Pasal 6 UUPA,
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. kgptavdapat tanah yang tidak
dipergunakan atau diterlantarkan oleh pemegangyaakraka hak atas tanahnya
akan hapus dan tanahnya akan menjadi milik nedgam@angan bagi pemegang
hak atas tanah berhubungan dengan pengambilandakajam yang terkandung
di dalam bumi, air dan ruang angkasa, karena meketentuan dalam Pasal 4
ayat (2) UUPA hak-hak atas tanah itu hanya mentiadtiatas permukaan bumi
saja.

Hak-hak penguasaan atas tanah ini dapat diartédaagai lembaga hukum,
jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjekrtrt Hak-hak penguasaan
atas tanah juga merupakan hubungan hukum konkkat,spdah dihubungkan
dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagaegang haknya. Berdasarkan

adanya perngertian hak penguasaan atas tanah sdéatpaga hukum dan

7 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Badan

Penerbit Universitas Trisakti, 2002), h,. 4.
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sebagai hubungan hukum konkret itulah serta pearalaengenai isinya masing-
masing, pembahasan hukum yang mengatur hak-hakigeagn atas tanah dapat
dilakukan dengan menggunakan suatu sistematika klaag) Adapun sistematika

yang dimaksud adaldfi:

1. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hkkpenguasaan hak
atas tanah sebagai lembaga hukum meliputi :

a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;

b. Menetapkan isinya yaitu mengatur apa saja yandhbulajib dan dilarang
untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangkaktuw
penguasaannya;

c. Mengatur hak-hak mengenai subjeknya, siapa yanghbohenjadi
pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguagsaanny

d. Mengatur hak-hak mengenai tanahnya.

2. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum tanah yang rhengaak-hak
penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum kongkr
a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjaditusumibungan
hukum yang kongkrit.
Mengatur hal-hal mengenai pembebannya dengan hHalaima
Mengatur hal-hal mengenai pemindahnnya kepada paak
Mengatur hal-hal mengenai hapusnya.

®© oo T

Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya
2.2. Hierarki Hak Penguasaan Atas Tanah
Dalam UUPA diatur hierarki hak-hak penguasaan dtash menurut

hukum tanah nasional yaitt? :

1. Hak Bangsa Indonesia.

18 |rene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), Hal. 12-13.
¥ Jrene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005). Hal. 13.
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2. Hak Menguasai Negara.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
4. Hak-hak Perorangan atas Tanah, yang terdiri dari:
a. Hak-hak atas Tanah.
b. Hak Jaminan atas Tanabh.
c. Tanah Wakaf.
Penjabaran mengenai hal-hal penguasaan atas tapat dilihat dalam

uraian dibawabh ini :

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA)
Hak Bangsa Indonesia adalah hubungan hukum ant@ngsa Indonesia
dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia serieekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Hak Bangsa Indonesia mkamphubungan hukum
yang bersifat abadi antara bangsa Indonesia dehgam, air serta ruang
angkasa Indonesia. Hak Bangsa Indonesia adalalpéraiuasaan atas tanah
tertinggi dalam hukum tanah nasional. Hak-hak pasgan atas tanah yang

lain secara langsung bersumber pada Hak Bangsads@o

2. Hak Menguasai Negara (Pasal 2 UUPA)

Dalam Hak Bangsa Indonesia ada dua unsur yaiturkgyaun dan unsur tugas
kewenangan. Unsur tugas kewenangan, yang menuathysi termasuk
bidang hukum publik penyelenggaraannya oleh Barlgdanesia sebagai
pemegang hak dan pemegang amanat tersebut pa#latéing/ang tertinggi
dikuasai oleh negara Republik Indonesia sebagainisgsi kekuasaan seluruh
rakyat. Dengan demikian Hak Menguasai Negara adalddungan hukum
yang konkret antara negara dengan tanah diseluilalya Indonesia yang
meliputi baik tanah-tanah yang tidak atau belum poauyang dudah dihaki
dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang belbakiddengan hak
perorangan oleh UUPA disebut tanah-tanah yang ddiuklangsung oleh
negara.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Hak Menguasai Negara memi@fienang

untuk:
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a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggurmesediaan,
dan pemeliharaan bumi, air dan rung angkasa tet;sebu

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuwsmeamtang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukusreamtang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumidan ruang

angkasa.

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Pasal 3 UUPA)
Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewagbatu masyarakat
hukum adat yang berhubungan dengan tanhah yaetatedalam lingkungan
wilayahnya.
Dari Pasal 3 UUPA dapat dilihat bahwa Hak Ulayabedradaannya diakui
sepanjang menurut kenyataannya hak tersebut maeih a

4. Hak-hak Perorangan atas Tanah, yang terdiri dari:

Hak perorangan atas tanah adalah hubungan hukuganlesebidang tanah

yang subjeknya orang atau badan hukum. Adapun &kkskerorangan atas

tanah terdiri dari:

a. Hak-hak atas Tanah
Hak-hak atas tanah merupakan hubungan hukum desefdang tanah
yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah. Rakiatnya
pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk dua tujugaitu untuk
diusahakan ( pertanian, perkebunan, perikanan ptaternakan) dan
dipakai untuk tempat membangun sesuatu (membarggumg, bangunan
air, jalan, perumahan dll). Hak-hak atas tanah ydimgaksud, dapat
dikelompokan dalam hak atas tanah yang primer yaikuatas tanah yang
bersumber secara langsung kepada Hak Bangsa In@odas hak atas
tanah yang sekunder yaitu hak atas tanah yangrhbesusecara tidak
langsung kepada Hak Bangsa Indonesia. Jenis-jakisatas tanah yang
primer adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guren@unan, Hak
Pakai. Sedangkan jenis hak atas tanah yang sekaddéxh Hak Guna
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Bagunan, Hak Pakai, Hak Gadai, Hak Sewa, Hak Memamgpdan Hak
Usaha Bagi Hasil.

b. Hak Jaminan atas Tanah
Merupakan hubungan hukum antara kreditur dengandaep tanah
kepunyaan pihak lain (debitur) yang ditunjuk sebggainan kredit yang
memberi wewenang kepada kreditur untuk melelangh@alesekusi) tanah
hak tersebut manakala debitur tidak mampu memekahiajibannya.
Lembaga Hak Jaminan atas Tanah ini dalam UUPA disdiak
Tanggungan. Pada tanggal 9 April 1996, telah ditexb Undang-undang
Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atab @erabenda-benda
lainnya yang berkaitan dengan tanabh.

c. Tanah Wakaf
Pasal 49 ayat (1) UUPA menyatakan Hak Milik tanadddm-badan
keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan usélia walam bidang
keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Perfaakianah Hak Milik
diakui dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor #dhun 2004
tentang wakaf.
Disamping jenis-jenis hak perorangan diatas ad&akaMilik atas Satuan

Rumah Susun, hak ini bukan Hak Penguasaan atas Taakinkan Hak atas

Satuan Rumah Susun tertentu.

2.3. JenisjenisHak Atas Tanah Menurut UUPA

UUPA menyediakan berbagai macam hak atas tanahgaetendasan
hukum untuk penguasaan dan penggunaan tanah ygmeyludan. Hak-
haktersebut melipuf®

1. Hak Milik (diatur dalam Pasal 20 — 27 UUPA)
Hak milik adalah hak untuk memakai tanah yang syfatsangat khusus, yang
bukan sekedar berisikan kewenangan untuk memalaiu soidang tanah

% 1pid. Hal. 23.
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tertentu, yang dihaki, tetapi juga mengandung hgbarpsikologis-emosional
antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 27 UUPA Hak Milik dapat hapus apabila

tanahnya jatuh kepada Negara:

a. karena pencabutan hak;

b. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

c. karena ditelantarkan;

d. karena terkena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dagad2@3).

e

. tanahnya musnah.

. Hak Guna Usaha (diatur dalam Pasal 28 — 34 UUPA)

HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yanguaggdikuasai oleh
negara dalam jangka waktu tertentu guna perusgbedanian, perternakan,
atau perikanan (pertanian dalam arti luas). HGiekan dengan keputusan
pemberian hak oleh pejabat yang ditunjuk.

Menurut Pasal 34 UUPA Hak Guna Usaha dapat hgmlsla:

a. jangka waktunya berakhir

b. dihentikan sebelum jangka waktu berakhirnya kasssuatu syarat tidak
dipenuhi

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangkaimgkiberakhir
dicabut untuk kepentingan umum

ditelantarkan

=~ o o o

tanahnya musnah

ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2

Q

. Hak Guna Bangunan (diatur dalam Pasal 35 — 40 UUPA)

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai baagtbangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri. Dari definisi atas, diketahui bahwa
tanah yang dapat diberikan dengan HGB adalah Taleara, Tanah Hak
Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik.

Menurut Pasal 40 UUPA Hak Guna Bangunan dapat hapatsila:

a. jangka waktunya berakhir

UNIVERSITAS INDONESIA

TiHRpRKANYGHAMS .. MAHBARTRad-rimaAB§4AN FEd L b @042



21

b. dihentikan sebelum jangka waktu berakhirnya kasssuatu syarat tidak
dipenuhi

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangkaimygkt berakhir
dicabut untuk kepentingan umum

ditelantarkan

-~ o o o

tanahnya musnah

ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2.

Q

4. Hak Pakai (diatur dalam Pasal 41 — 43 UUPA).
Hak Pakai ialah hak yang memberikan wewenang umekggunakan tanah
kepunyaan pihak lain. Menurut Pasal 39 PeraturaneRetahan Nomor 40
Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangdga Hak Pakai
Atas Tanah, yang dapat mempunyai Hak Pakai adalahgavnegara
Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indargzs berkedudukan di

dirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukdndbnesia.

2.4. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena hukyakni karena
pewarisan tanpa wasiat, dan dapat pula terjadnkapemindahan hak. Berbeda
dengan beralihnya hak atas tanah karena pewars®a twasiat yang terjadi
karena hukum dengan meninggalnya pemegang hakmndaébuatan hukum
pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkuteyajaedialihkan kepada
pihak lain®* Perbuatan hukum pemindahan hak tersebut dapapagual beli,
jual beli melalui lelang, tukar menukar, hibah, dhbwasiat (legaat), penyertaan
modal (pemasukan dalam perusahaan/ inbreng), pbaggan atau peleburan
Perseroan atau Koperasi dan pembagian hak bersama.

Dalam konsep Hukum Tanah Nasional, tidak ada kedzebadalam
pemindahan hak atas tanah, karena bagi tiap hakatah ditentukan syarat yang
harus dipenuhi oleh subyeknya.

21 Boedi Harsono (a), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, cetakan kesepuluh, (Jakarta: Djambatan, 2005). Hal. 333.
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Sebagai contoh, subyek pemegang Hak Milik berdasaRasal 20 UUPA

adalah Warga Negara Indonesia tunggal atau baddambiaukum yang ditunjuk
oleh Pemerintah (saat ini ditetapkan dengan PP N&&dahun 1963). Untuk itu

ada larangan pemindahan Hak Milik atas tanah kepaldgek hukum selain yang

ditetapkan dalam Pasal 20 UUPA tersebut. Pelangg@aradap ketentuan ini

dapat dikenai sanksi sebagaimana di atur dalanl Passyat (2) UUPA. Dengan

demikian, maka menurut Hukum Tanah Nasional, stduisum tanah tidak

mengikuti status hukum pemegang haknya, Perbuasn+atan hukum mengenai

tanah yang termasuk Hukum Tanah diselesaikan mehukum yang berlaku

terhadap tanahnya, bukan menurut hukum pemegamy#zk

1.

Peralihan Hak Karena Warisan

Secara Hukum, Peralihan hak karena pewarisan itegada saat
pemegang hak atas tanah (pewaris) meninggal dDeiagan meninggalnya
seseorang, maka secara hukum segala harta keksggaéenalin kepada
(para) ahli warisnya. Untuk itu perlua ditetapk&pa yang berhak menjadi
ahli waris, berapa besar bagiannya dalam pewaisan bagaimana cara
pembagiannya. Hubungan hukum ini termasuk dalagklip Hukum Waris.

Berkaitan dengan pewarisan, Hukum Tanah hanya m&nga
pembuktian mengenai telah beralihnya hak atas talaahpewaris kepada
(para) ahli warisnya dan mengenai pemberian saratat bukti kepemilikan
hak atas tanah sehubungan dengan pewarisan tersebut

Selain itu Hukum Tanah juga mengatur kewajiban dadibat
hukumnya apabila pewarisan tersebut mengakibatékratas tanahnya jatuh
pada ahli waris yang tidak memenuhi syarat sebsglayek hak atas tanah
yang bersangkutan (Pasal 21 ayat (3), Pasal 3Q(2ydan Pasal 36 ayat (2)
UUPA).

Untuk tanah-tanah pertanian, Hukum Tanah Nasiomgé jmengatur
mengenai kewajiban dan akibat hukumnya bila pewaarigsi mengakibatkan
kepemilikan tanah melampui batas maksimum pengaas@anah yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mangeandreform

21pid, Hal.321-322.
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(Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetdpsas Tanah
Pertanian).

Juga diatur ketentuan bilamana tanah warisan tetr$atoh kepada ahli
waris yang bertempat tinggal di luar kecamatan kletanah yang
bersangkutan (Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tabe@l tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Gangji&ey.

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dilakuttia Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota letak Tanah tersebutidera

Pendaftaran ini bertujuan agar data yang tersimpanKantor

Pertanahan selalu up to date (sesuai dengan keselaanarnya).

Peralihan Hak Karena Pemindahan Hak melalui Pesbubdlukum Selain
Jual Beli

Seperti yang telah diuraikan terdahulu, peminddiaanselain jual beli
dapat terjadi karena tukar menukar, hibah, hibakiatglegaat), jual beli
melalui lelang, penyertaan modal (pemasukan dalamisphaan/inbreng),
penggabungan/peleburan Perseroan atau Koperasi péambagian hak
bersama.

Perbuatan hukum tukar menukar tanah dibuktikan alemgkta Tukar
menukar, Hibah dan hibah wasiat tanah dibuktikangda Akta hibah.
Sedangkan penyertaan modal/inbreng dibuktikn derddaa Pemasukan ke
dalam Perusahaan. Pembagian hak bersama dilakid@yamn pembuatan
Akta Pembagian Hak Bersama. Akta-akta tersebutllked@nnya menjadi
kewenangan dan dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Tdnah (PPAT)
yang berwenanga menurut ketentuan perundang-unadgagg berlaku.

Jual beli melalui lelang dibuktikan dengan Beriteafa Lelang, yang
dibuat oleh Pejabat Lelang.

Pemindahan hak atas tanah tersebut terjadi padadgakukannya
perbuatan hukum yang bersangkutan.

Untuk keperluan pembukatiaan, maka setelah pembuaksa-akta
tersebut, maka perbuatan hukumnya wajib didaftaKaintor Pertanahan

Kabupaten/Kota letak tanah tersebut berada.
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3. Peralihan Hak Karena Pemindahan Hak Melalui Jull Be

Jual Beli merupakan perbuatan hukum yang didasapeata adanya
suatu kesepakatan timbal balik di antara 2 (dulagkpiyakni pihak penjual
dan pihak pembeli. Jadi esensialia dari jual badilah kesepakatan mengenai
barang dan harga. Penjual setuju mengalihkan hakatgs barang
kepunyaannya, sementara pembeli setuju membaygarhz.

Karena harus didasarkan pada kesepakatan, makaapembhukum
pemindahan hak melalui jual beli tidak dapat dipdda®m oleh salah satu
pihak. Juga tidak boleh dipaksakan oleh pihak Mdinluar para pihak,
sekalipun pihak lain itu adalah Pemerintah.

Dengan berlakunya UUPA pada tanggal 24 Septemb@0,1faka
berakhirlah  pluralisme di bidang hukum  tanah di oimesia. UUPA
menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yamdpdarkan pada Hukum
Adat. Ini berarti bahwa Hukum Tanah Nasional kitanggunakan konsepsi,
asas, lembaga-lembaga hukum dan sistem Hukum Adat.

Oleh karena itu meskipun UUPA tidak mengatur seckinasus
mengenai jual beli, dapat ditafsirkan bahwa pemejual beli tanah dalam
hukum tanah nasional adalah jual beli tanah menpemgertian Hukum
Adat®

Jual beli tanah menurut Hukum Adat dan menurut HuKOanah
Nasional adalah perbuatan hukum pemindahan haktatas dari penjual
kepada pembeli, dan pada saat yang bersamaan pendoebayar harganya
secara penuh kepada penjual.

Hal tersebut dalam Hukum Adat dikenal dengan Istijaal lepas.
Pengertian tersebut mengandung arti jual beli fagrséunai. Pemindahan
haknya terjadi serentak pada saat yang bersamaagamiepembayaran
harganya.

Di sisi lain tunai juga berarti bahwa pada saahdsksi dilakukan,
harga jual beli harus dibayar penuh, tidak bolefasebertahap.

> Arie S, Hutagalung (b), Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi

(SuatuKumpulan Karangan), cet. Kedua, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2002), Hal. 113.
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Selain itu, jual beli tanah juga bersifat terang dgata/riil. Sifat terang,
berarti perbuatan hukum jual beli tersebut tiddkkiikan secara sembunyi-
sembunyi, melainkan dilakukan oleh para pihak diadpan pejabat yang
berwenang untuk membuat akta pemindahan haknyaa Aéhg ditanda
tangani para pihak menunjukan secara nyata ataperibuatan hukum jual
beli yang dilakukarf?

Seperti telah diuraikan terdahulu, karena Hukum ahamNasional
bersumber dari Hukum Adat, maka pengertian dart gi& beli menurut
Hukum Adat tersebut berlaku pula terhadap Hukumahadasional. Dengan
demikian, Hukum Tanah Nasional bersifat tunai,rigrdan nyata/riil.

Dalam praktek, acapkali terjadi para pihak sepakaik melaksanakan
jual beli, namun pembayaran harganya dibayar baptajsebagian demi
sebagian), Dalam hal demikian, maka ada 2 kemumgkyang ditempuh,
yakni :

a. Para pihak saling mengikatkan diri, penjual mena diri untuk
menjual kepada calon pembeli dan pembeli mengikatdai untuk
membayar harganya secara penuh kepada calon peajaah suatu akta
yang dinamakan Pengikatakan Jual Beli atau lkataal Beli atau
Perjanjian kepada calon penjual dalam suatu aktag ydinamakan
Pengikatan Jual Beli atau Perjanjian Akan Jual .Bdllengan
penandatanganan akta tersebut, haknya belum bedeiilpenjual kepada
pembeli. Hak atas tanah baru beralih setelah pemighbayar harganya
secara penuh kepada penjual, yang ditandai dengiaangatangan Akta
Jual Beli.

b. Para pihak sepakat untuk melangsungkan jual beiale pembuatan Akta
Jual Beli, sekalipun pembayaran harganya belum slufembayaran
sebagian tersebut biasanya karena tanah yang pkutan secara fisik
masih dikuasai oleh pihak ketiga dan belum diseaahkepada pihak
pembeli. Walaupun demikian, jual beli dinyatakalalteselesai dan sah
apabila sudah memenuhi penyerahan secara yurigistelah dibayar

24 Boedi Harsono (a), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, cetakan kesepuluh, (Jakarta: Djambatan, 2005). Hal. 333.
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sebagian. Hal ini berarti bahwa penyerahan fisilatadan pembayaran

sisa harga dapat disusul kemudian. Jadi, kalauahgagg tersisa ternyata

kelak tidak dilunasi oleh pihak pembeli, maka malsahi adalah masalah

utang piutang, dan termasuk dalam Hukum Perutamgas.dasar konsep

tersebut makam pembatalan jual beli tidak dapantit, karena jual beli

dinyatakan telah selesai dan telah terjadi pemiaddtak atas tangh

Kebijakan pertanahan menyangkut tata cara jual oelurut Hukum

Tanah Nasional pada mulanya diatur dalam Peraf®eamerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (untuk séfsmajulisebut PP Nomor
10 Tahun 1961), di mana dalam Pasal 19 dinyatakan :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hi@s aanah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggad&kah atau
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tageyguimarus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh ddradapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya atal Peraturan
Pemerintah ini disebut : Pejabat)”.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terselamjutnya
diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 uratl961 tentang
Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud Dalam Pasal 1&UPan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Seddk dan
Kewajibannya.

Menurut peraturan tersebut, yang dapat diangkatgselpejabat adalah
notaris, pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalaghungan Departemen
Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yangupcutentang
peraturan-peraturan Pendaftaran Tanah dan peratl@samya yang
bersangkutan dengan persoalan peralihan hak ated,tgpara pegawai
pamongpraja yang telah melakukan tugas seorandgpgieflan orang-orang

lain yang telah lulu sujian yang diadakan oleh Memgraria.

> Arie S. Hutagalung dan Suparj Sujadi, Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli
Menurut Ketentuan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 1 (Januari-Maret 2005).
Hal. 33.
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Penyebutan pejabat itu dengan sebutan Pejabat Remkta Tanah
(PPAT) mulai digunakan sejak berlakunya Peraturamteri Agraria Nomor
11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta.

Pada tanggal 8 Juli 1997 diundangkan Peraturan feate Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk séfgmajulisebut PP Nomor
24 Tahun 1997), yang mulai diberlakukan ketentuetedtuannya 3 (tiga)
bulan setelah diundangkan, yakni tanggal 8 Oktal®#97. Peraturan ini
menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961.

Dalam Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satwamah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukatam perusahaan
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kepaailindahan hal
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibkeésti dengan akta
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut kedenperaturan
perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 maudamdgasal 37
PP Nomor 24 Tahun 1997 menunjukan bahwa perbuat&anh jual beli
tanah harus dilakukan di hadapan PPAT dengan paarbd&ta Jual Beli.

Akan tetapi jual beli yang dilakukan tidak di hadapPPAT tidak
berakibat perbuatan hukumnya menjadi tidak sahaimien pendaftarannya
pada Kantor pendaftaran tanah (di Indonesia KeP¢otanahan) akan ditolak.

Adapun untuk sahnya jual beli, dalam pelaksanaanimmahan hak
tersebut, harus dipenuhi beberapa syarat mateyikni :

a. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan;

Di Indonesia dikenal adanya asas nemo plus jurél a&ecara
lengkap disebut nemo plus juris in alium transfevéest quam ipse habet,
yang berarti orang tidak dapat menyerahkan atau intinkan hak
melebihi apa yang dia sendiri punyai.

*® Arie S. Hutagalung dan Suparj Sujadi, Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli
Menurut Ketentuan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 1 (Januari-Maret 2005).
Hal. 36.

27 Boedi Harsono (a), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, cetakan kesepuluh, (Jakarta: Djambatan, 2005). Hal. 82.
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Oleh karena itu seseorang atau sesuatu badan hb&oga boleh
menjual tanah apabila dia adalah pemilik yang satiadau pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan.

Perlu juga diperhatikan, bahwa pada saat pemindadladilakukan,
penjual masih memenuhi syarat sebagai subyek pemdgk atas tanah
yang dijual.

Artinya tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayatRakal 30 ayat
(2) juncto Pasal 3 PP Nomor 40 Tahun 1996, Pasayab (2) UUPA
juncto Pasal 20 PP Nomor 40 Tahun 1996 dan Pas&RPiOlomor 40
Tahun 1996.

Di samping itu, sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitadddg-Undang
Hukum Perdata mengenai sahnya perjanjian, mak&-pihak dalam jual
beli haruslah orang/badan hukum yang cakap bertmaadurut hukum.

Menurut hukum Positif Indonesia saat ini, pihakgkhyang tidak
cakap bertindak adalah orang yang belum dewasadagka yang berada
di bawah pengampuan.

Dengan demikian, maka penjual haruslah orang yala dewasa
dan berakal sehat. Seorang yang belum dewasa &ardsbakili oleh
walinya, apabila akan menjual tanah. Sedangkangoyamg ditaruh di

bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampunya.

. Pembeli adalah pihak yang berhak membeli tanah pargangkutan;

Sama seperti halnya dengan penjual, di sampinghatah dewasa
dan berakal sehat, pembeli mutlak juga harus mehiesyarat sebagai
subyek pemegang hak atas tanah yang akan dibeli.

Apabila status hukum pemegang haknya tidak memesyéaiat
sebagai subyek pemegang hak atas tanah, makauendetentuan Pasal
21 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayatufijtp Pasal 3 PP Nomor
40 Tahun 1996, Pasal 36 ayat (2) UUPA juncto P28aPP Nomor 40
Tahun 1996 dan Pasal 40 PP Nomor 40 Tahun 19%btérdiatas.

Dalam hal jual beli atas tanah tetap dilakukan, anglerbuatan

hukum jual beli tersebut menjadi batal karena huklan tanahnya jatuh
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kepada negara, dengan ketentuan hak-hak pihak aketygng
membebaninya tetap berlangsung dan semua pembayarapn telah
diterima oleh pemilik (yakni penjual) tidak dapatudtut kembali.

Sebagai contoh, subyek pemegang Hak Milik adalatyavaegara
Indonesia (tunggal) dan Badan-Badan Hukum yangnpiku oleh PP
Nomor 38 Tahun 1963. Jika seandainya suatu Perséregbatas (PT)
membutuhkan sebidang tanah dan yang telah terseldiah tanah Hak
Milik, maka pemindahan hak tidak dapat dilakukamgin perbuatan
hukum jual beli. Untuk itu dimungkinkan pelepasaak loleh si pemilik
tanah dan selanjutnya PT mengajukan permohonan blaak kepada
negara atau melalui acara perubahan hak (dari Hék tMubah haknya
menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usahais#sugan tujuan
perunutukan PT calon pembeli).

. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual behkanurut hukum;

Menurut Hukum Tanah Nasional, tanah negara tidéé&hbdiperjual-
belikan, termasuk di dalamnya tanah Hak Pengelol8atain itu tanah
wakaf juaga dilarang untuk diperjual-belikan.

Khusus untuk tanah Hak Pakai atas tanah negarap@liahanya
dapat dilaksanakan apabila telah diperoleh ijini daejabat yang
berwenang. Sedangkan pengalihan Hak Pakai atas HalaPengelolaan
dapat berlangsung jika telah persetujuan tertulisi gemegang Hak
Pengelolaan. Demikian pula dengan tanah Hak Paka @mnah Hak
Milik, pengalihannya dimungkinkan setelah ada pejsan tertulis dari

pemegang Hak Milik yang bersangkutan.

. Tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa.

Untuk mencegah kerugian di kemudian hari akibatktisahnya jual
beli, dapat dilakukan beberapa tindakan, seperntig@eckan keabsahan
sertifikat tanah pada instansi yang berwenang, ragkaam bahwa si
penjual adalah pemegang hak yang sah atas tanghrdeara memeriksa

dokumen seperti surat nikah, fatwa waris dan lain:IDi samping itu

UNIVERSITAS INDONESIA

TiHRpRKANYGHAMS .. MAHBARTRad-rimaAB§4AN FEd L b @042



30

dapat pula meminta advice planning dari Kantor Bihata Kota setempat
untuk mengetahui rencana perubahan peruntukankdsildersebut. Dan
yang tak kalah pentingnya adalah meminta surat rkegan dari

Pengadilan setempat, untuk mengetahui apakah teerabbut sedang
dalam sengketa atau tid&k.

Hukum Tanah Nasional menentukan bahwa PPAT wajiboha&
membuat akta jika tanah yang menjadi obyek perbuatzkum yang
bersangkutan sedang dalam sengketa, baik mengamaaisiknya maupun
data yuridisnya. Demikian diatur dalam Pasal 39NiPnor 24 Tahun
1997.

Ketentuan itu selanjutnya dipertegas dalam Pas@l Rératuran
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan adasiNomor 3
Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Perd&eraarintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untulknjagiga disebut
PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) yang berbunyi :

(1) PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas at
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun apabila olehntericha
pemberitahuan tertulis bahwa hak atas tanah atdu NHbk
Atas Satuan Rumah Susun itu sedang disengketakaordag
atau badan hukum yang menjadi pihak dalam seng&etabut
dengan disertai dokumen laporan kepada pihak yangajb,
surat gugatan ke Pengadilan, atau dengan memeéqaiati
ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1993t
keberatan kepada pemegang hak serta dokumen laig ya
membuktikan adanya sengketa tersebut;

(2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pedd 13
tidak ada, PPAT membuat akta sesudah pemegangathsk
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun metmbua
pernyataan, yang menyatakan bahwa hak atas taaahHak
Milik Atas Satuan Rumah Susun itu tidak sedangrijketakan,
yang diterima baik oleh penerima hak atau penerim
tangungan.

Obyek dalam jual beli tanah bisa berupa tanah lgpsdau tanah
berikut bangunan dan/atau tanaman yang beradaetdimilserta tertenam

% Erwin Kallo, Aplikasi Hukum Dalam Bisnis Properti Di Indonesia (Disertai Studi Kasus
Aktual), cetakan pertama, (Yogyakarta : Ombak, 2003), Hal. 73-74.
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di atas bidang tanahnya. Namun perlu diperhatikdokum Tanah
Nasional menganut asas pemsihana horizontal, gEhimpenyebutan
obyek penjualan harus dicantumkan secara tegasndalda Jual Beli.
Untuk itu kondisi fisik dan yuridis dari obyek juléli harus nyata/riil.

Menyangkut prosedur jual beli, dalam persiapan petdn akta,
PPAT wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulngeeai kesesuaian
data dalam sertifikat dengan data dalam daftamadafang tersimpan di
Kantor Pertanahan. Demikian pula kelengkapan dokupikak penjual
dan pembeli berkaitan dengan keabsahan dan peteygual beli.

Selain itu ada beberapa kewajiban perpajakan yaagush
dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembuatan, &id& oleh pihak
penjual maupun pihak pembeli.

Setelah tahap persiapan dilalui, maka dilanjutk@mgdn tahap
pembuatan Akta Jual Beli. Hadir dalam pembuatana aktpihak penjual
atau kuasanya yang sah, pembeli atau kuasanya idaksi#an oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

PPAT wajib membacakan dan menerangkan serta m&ajesai
akta, sebelum akta tersebut ditandatangani olehphak yang hadir, para
saksi dan PPAT yang bersangkutan.

Akta Jual Beli dibuat dalam 2 (dua) lembar asliudambar pertama
disimpandi Kantor PPAT sebagai protokol akta datu seambar kedua
diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kam/fata setempat
untuk keperluan pendaftaran pemindahan hak. Sedangkpada para
pihak diberikan salinannya.

Dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli, maka ae@sebut
membuktikan, bahwa benar telah terjadi perbuatakumupemindahan
hak melalui jual beli, bahwa saat itu haknya béralkari penjual kepada
pembeli dan bahwa pembeli telah menjadi pemegakigyayang baru.

Akan tetapi, sekalipun haknya telah beralih padd ddangsungkan
transaksi jual beli, namun perbuatan hukum tersdiaru diketahui
terbatas oleh pihak-pihak (penjual dan pembeliyapsaksi dan PPAT

yang terlibat dalam pembuatan akta. Hal ini diskbab karena
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administrasi di kantor PPAT bersifat tertutup untukum. PPAT wajib
merahasiakan akta-akta yang dibuatnya.

Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan perudalzgng@n yang
berlaku, perbutan hukum jual beli tersebut bersifajib didaftarkan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, karemainstrasi di
Kantor Pertanahan bersifat terbuka untuk umum. Hmikian
diperintahkan dalam Pasal 40 ayat (1) PP Nomor &duim 1997 yang

menyatakan :

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) ~hari kerja sejak galg
ditandatanganinnya akta yang bersangkutan, PPAT ibwaj
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokuméauahen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk ditlafta

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pendaftdersebut
dimuat dalam Pasal 103 ayat (1) PMNA/Ka BPN Nomorabun 1997

yang menyatakan :

“PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dou lain
yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peaalilhhak yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan selambagiayab7 (tujuh)
hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bgksaan”.

Pendaftaran tersebut pada Kantor Pertanhan berfungtik

memperkuat pembuktian dan memperluas pembuktian.
25. TataCara Memperoleh Tanah
Dalam rangka mengunakan tata cara yang disediakamdHukum Tanah

Nasional, sehubungan dengan sistem perolehan tpedh,diperhatikan dahulu 3
(tiga) hal yaitu*®

° Irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005). Hal. 49.
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1. Proyeknya, yaitu apa yang dikembangkan/ dibangurmatds tanah yang
diperoleh. Tanah yang tersedia itu akan digunakankukeperluan pribadi,

usaha, atau keperluan khusus lainnya.

2. Lokasinya, yaitu letak proyeknya yang bersangkuthriuk itu perlu diketahui
terlebih dahulu Rencana Tata Ruang Wilayah (di DREncana Bagian
Wilayah Kota). Apabila untuk keperluan bisnis/preyertentuperlu dimohon
ljin Prinsip dan ljin Lokasi (Peraturan Menteri Neg Agraria/Kepala BPN
No. 2/1999 Tentang ljin Lokasi).

3. Tanah yang tersedia, yaitu segi fisik dan segidysinya.

Dalam memenuhi kebutuhan tanah untuk kebutuhan geguman, maka
perlu dilakukan perolehan tanah. Untuk itu perlpedhatikan bagaimana cara-
cara memperoleh tanah. Pada garis besarnya diRejalis pengadaan tanah,

yaitu:>°

1. Pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah
Pembebasan tanah untuk keperluan semula mengguketariuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, yang dakam sejak Repelita |
sampai tahun 1993. Peraturan Menteri Dalam Negeti D Tahun 1975
merupakan ketentuan intern pemerintah dalam pengamieekayaan negara,
baik yang berhubungan dengan penentuan bentuk esarntya ganti rugi,
maupun mengenai pertanggunng jawaban keuangan anedata cara
pembebasan tanah menurut ketentuan Peraturan MBateam Negeri No.2
Tahun 11975, dilaksanakan melauli Panitia Pembebdsmnah. Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 198hgyditetapkan dalam
rangka deregulasi, khusus untuk pembebasan tamghlyasnya kurang dari 5
Ha tidak diproses melauli ketentuan Peraturan Metalam Negeri No. 15
Tahun 1975, akan tetapi diselesaikan oleh Pimpreabea Kepala wilayah.

30 Arie Sukanti Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya.(Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Ul, 2007). Hal. 26.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 197% Eeraturan Menteri
Dalam Negeri No.2 Tahun 1985, telah dinyatakanktilarlaku atas dasar
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Peaagadanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan UmunRe&aturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994, mengeglaksanaannya.

2. Pengadaan Tanah untuk Keperluan Swasta

Semula ada dua cara pembebasan tanah untuk keperasta, yaitu secara
langsung dan melalui Panitia Pembebasan Tanah tise@erg dimaksud

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 19%pi Bejak berlakunnya
keppres Nomor 55. Tahun 1993, hanya ada satu @arg gapat dilakukan
swasta, yaitu dilakukan secara langsung atas dassywarah dimana bantuan
dari pemerintah berupa pengawasan dan pengenda@magaimana telah
diberikan petunjuk dalam Surat Edaran Kepala Ba@artanahan Nasional
tangal 6 Desember 1990 Nomor 580.2-D.lll. Tatacaenyediaan dan
pemberian hak baru atas tanah untuk keperluan gigaas pembangunan
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.ahun 1987. Peraturan
tersebut mengatur penyediaan dan perolehan tanéhk yrembangunan
perumahan pada umumnya, bukan khusus untuk pemb@amgumah susun.
Ada pemerintah daerah yang nelengkapinya dengaentkein-ketentuan
khusus yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuheerah yang

bersangkutan. Misalnya di DKI Jakarta, Peraturamtiel® Dalam Negeri

tersebut dilengkapi oleh Gubernur dalam Surat Kegarinya No. 540 tahun
1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian SwataetBjuan Prinsip
Pembebasan Lokasi (SP3L) atas bidang tanah.

Terkait dengan keppres 55/1993, pada saat ini. Kesppersebut telah
diganti dengan diterbitkannya Perpres 36/2003 yiegrgudian direvisi dengan
diterbitkannya Perpres 65/2006 tentang PengadaarahTd#agi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.. Hukum TanaoNal menyebutkan

berbagai jenis perolehan tanah, yaitu:
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1. Primer:

a. Pembukaan hutan.

b. Pemberian hak baru oleh negara.
2. Sekunder:

a. Pewarisan.

b. Pemindahan Hak.

c. Pemberian hak baru oleh pemilik tanah.
3. Perubahan Hak:

4. Hapusnya Hak:

a. Jangka waktu berakhir

b. Pelepasan/pembebasan hak

c. Pembatalan hak

d. Pencabutan hak

Untuk menguasai bidang-bidang tanah tertentu phdarhatikan tata cara

perolehan tanahnya. Hal-hal yang harus diperhatitalam perolehan tanah
adalah sebagai berik@it:

1. Status tanah yang diperlukan
Tanah yang tersedia dapat berstatus:
a. Tanah negara yaitu tanah yang masih langsung dikaokesh negara
b. Tanah ulayat masyarakat hukum adat
c. Tanah hak yaitu tanah yang sudah dihaki dengah saka hak yaitu hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak patau hak
pengelolaan.

2. Status hukum dari pihak yang memerlukan tanah akamentukan cara yang
akan digunakan, oleh karena terkait dengan ketentlen syarat-syarat
sebagai subjek hak atas tanah.

3! Arie Sukanti Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya.(Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Ul, 2007). Hal. 24.
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a. Bagi Instansi Pemerintah yang oleh UUPA hanya dghkinkan
mempunyai tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelofzerolehan
tanahnya dilakukan dengan pelepasan hak.

b. Bagi perusahaan, baik Badan Hukum Milik Swasta tdapaempunyai
tanah dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai ataumdadd tanah
digunakan untuk usaha perkebunan dan sejenisnyd dggunyai dengan

Hak Guna Bangunan.

3. Apabila tanah yang bersangkutan berstatus tanah imaka cara yang
digunakan tergantung pada ada atau tidak adanyedieesyang empunya
tanah untuk menyerahkan kepada yang memerlukagadétemungkinan:

a. Apabila ada kesediaan untuk menyerahkan denganredaka maka
ditempuh melalui:

1) Acara pemindahan hak, misalnya jual beli, tukar mkan, atau hibah,
yaitu jika yang memerlukan tanah memenuhi syatzaga subjek hak
tanah yang dipindahkan itu.

2) Acara pembebasan tanah, diikuti dengan permohoakrbaru yang
sesuai, yaitu jika pihak yang memerlukan tanatktid@menuhi syarat
sebagai subjek hak atas tanah yang bersangkutan.

b. Jika tidak ada kesediaan untuk menyerahkannya desngearela, apabila
syarat-syaratnya dipenuhi, maka dapat ditempuhlmeleara pencabutan
hak untuk kepentingan umum sebagai cara pengamksliaah secara
paksa.

Untuk menguasai dan memperoleh tanah, ada bebespayang dapat

ditempuh oleh calon pemegang hak, antara lain:

1. Permohonan Hak Atas Tarfah
Tata cara permohonan hak, dapat digunakan apadmilahtyang tersedia

berstatus tanah negara, yaitu tanah yang langskongsai oleh negara. Dalam

> Irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005). Hal. 50.
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pengertian ini termasuk tanah negara yang berasapdmbebasan hak atau

pelepasan hak untuk kepentingan pihak lain.

Pembebasan Hik

Acara Pembebasan hak digunakan jika pihak yang mhekae tanah tidak
memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanahtgeseglia. Misalnya tanah
yang tersedia Hak Milik (bekas) Hak Milik Adat yamglum bersertipikat,
sedang yang memerlukan tanah berstatus badan hindonesia (Perseroan
Terbatas). Dalam hal demikian diketahui bahwa tididpat dilakukan

pemindahan hak (jual beli).

Pemindahan Hak

Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan memindahk& atas tanah
kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam akubjek hukumnya
memenuhi sSyarat sebagai pemegang hak atas tanal@puA perbuatan
hukum yang dimaksud tersebut, jual beli, tukar nkanuhibah atau hibah
wasiat, pemasukan ke dalam harta perusahaan/paayerodalibreng).

Pencabutan HaR

Tata cara pencabutan hak ini adalah upaya teraiibitk memperoleh tanah
yang tersedia. Dalam keadaan yang memaksa yaitut@kah diperlukan
untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan tidakgikin digunakan
tanah lain, sedang musyawarah yang diadakan ti@gakabil memperoleh
kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secarsapalalam arti tidak
memerlukan persetujuan pemegang hak yang bersamgkut

Jika cara yang ditempuh adalah pembebasan hak) gitahui bahwa

acara pembebasan hak digunakan apabila pihak yamgerfukan tanah tidak

memenuhi syarat sebagai subyek pemegang Hak AtaahTgang tersedia.

Misalnya tanah yang tersedia berstatus Hak Miligmentara calon subjek

** Ibid., Hal. 61.
** Ibid., Hal. 56.
%> Ibid., Hal. 63.
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pemegang haknya suatu Perseroan Terbatas. Dalamnihgika dilakukan

pemindahan hak langsung, maka akan terkena keterfPasal 26 ayat (2)

UUPA%®

Adapun yang dimaksud dengan Pembebasan Hak adstiap perbuatan
untuk melepaskan hubungan hukum antara hak dersgaah thaknya dengan
disertai pemberian imbalan yang disepakati bersataa dasar musyawarah
langsung antara pihak yang memerlukan dengan pentdinah, mengenai
besarnya imbalan atas bidang tanah berikut bangateantanaman dan benda-
benda lain yang melengkapinya. Arti pembebasan pé&ngadaan tanah secara
tekstual yang tercantum dalam Perpres No. 36 taB0B yaitu?’

a. Pasal 1 ayat (3) pengadaan tanah adalah setiaptd&egintuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yaelgpaskan atau
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-b@mg berkaitan
dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

b. Pasal 1 ayat (6) pelepasan atau penyerahan atab faalah kegiatan
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hakaats dengan tanah
yang dikuasainya dengan memberikan uang gantiatagidasar musyawarah.

Sebaliknya menurut Perpres 65 tahun 2006 disebutkan

a. Pasal 1, pengadaan tanah adalah setiap kegiatak oréndapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang m@Ekep atau
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-b@mg berkaitan
dengan tanah.

b. Pasal 2 ayat (1), pengadaan tanah bagi pelaksgme@angunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintadgrabadilaksanakan
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak aths tana

c. Pasal 2 ayat (2), pengadaan tanah selain bagi ga@lain pembangunan
kepentingan umum oleh Pemerintah atau PemerintahaDalilakukan dengan
cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain ydisgpakati secara suka rela

oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.

* John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun
1987), Hal. 54.
* Ibid.,
38 .
Ibid., Hal. 2.
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Sebenarnya pembebasan hak itu merupakan suatujerj&arena pihak-
pihak yang bermusyawarah tersebut masing-masingkaepntuk melakukan
prestasi. Karena merupakan suatu perjanjian, semgaukegiatan pembebasan
hak ini mentaati ketentuan Pasal 1320 Kitab Undamipng Hukum Perdata
(Selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur asy@arat sahnya
perjanjian®®

Musyawarah ini dilakukan untuk menyepakati 2 (che)*°

a. Besarnya imbalan yang harus dibayar oleh pihak yaegierlukan
tanah

b. Kesediaan pemegang Hak Atas Tanah/pemilik tanahepaskan
haknya.

Kedua hal ini dituangkan ke dalam Surat Pernyat@lepasan Hak atau
Akta Pelepasan Hak (apabila dilakukan dihadapamaniédt

Sesudah itu status tanah yang dilepaskan menjaaln taegara. Agar pihak
yang membebaskan tanah tersebut dapat menguasdl t@mmg dibebaskan
tersebut secara legal, maka selanjutnya pihak etséarus mengajukan
Permohonan Hak kepada negara. Prosedur Permohoaknképada negara
sebagaimana yang telah diuraikan didtas

Dalam Perpres 36/ 2005 yang juga memperhatikan latasausyawarah,
imbalan dan pelepasan hak dalam melakukan pemindsia Namun ketentuan
Perpres 65/2006 menyatakan bahwa dalam pembebasknydng perlu
diperhatikan adalah :

a. Imbalan

b. Pelepasan hak jika proyeknya untuk kepentingan umum

c. Pemindahan hak (jual beli, tukar menukar, dan laim). jika disepakati secara
sukarela oleh para pihak.

Mengenai arti ganti rugi, menurut Peraturan Presilomor 36 Tahun
2005, dimana dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkanti gagi adalah penggantian
terhadap kerugian baik bersifat fisik maupun nakfsebagai akibat pengadaan

* John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun
1987), Hal. 56.

“ Ibid., Hal. 54

*! Ibid., Hal. 55
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tanah kepada yang mempunyai tanah, bagunan, tandarabenda-benda lain
yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberigd@mmdsungan hidup yang
lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonombedam terkena proyek
pengadaan tanah. Sedangkan bentuk ganti rugi nterferaturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 bisa berupa:

1. Uang.

2. Tanah Pengganti.

3. Pemukiman kembali.

4. Penyertaan modal.

Sesuai dengan angka 4 tersebut di atas (penyentamalal/saham) para
bekas pemilik tanah bisa diikutsertakan sebagaiilpgemodal dalam kegiatan
yang berkaitan dengan tanah yang dibebakannydettunya kalau penggunaan
tanah itu sendiri ada unsur bisnis atau komerdizdn sebaliknya kalau
penggunaan tanah itu semata-mata untuk kepentungam dan tidak ada unsur
bisnis atau komersial maka para bekas pemilik tdiokk bisa memaksa kepada
pemerintah untuk menerima dirinya sebagai salah amilik modal. Dan yang
menjadi masalah kalau seandainya penggunaan tasdipembebasan itu untuk
komersial sedangkan bentuk usaha dari perusahdam lgo public/Tbk juga
akan banyak mengalami kesulitan dalam penerimaash@emilik tanah sebagai
pemegang saham dalam perusahaan. Karena tidak reembarang bisa
menanamkan modalnya pada suatau perusahaan, dga dramg tertentu yang
bisa menjadi penanaman modal yaitu sesuai dengatupEn dasar yang ada
dalam perusahaan itu sendiri.

Adapun pengertian ganti rugi menurut PeraturaniasNomor 65 Tahun
2006 bentuk ganti rugi berbeda dengan keppres 86/20
1. Uang
2. Tanah pengganti
3. Pemukiman kembali
4. Gabungan.

Untuk perolehan tanah dengan cara pemindahan makhaa hak,
Pengertian peralihan hak Hak Atas Tanah adalalu quetbuatan hukum yang
bertujuan memindahkan hak atas benda/barang, bé&rgagau tidak bergerak.
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Dalam hal ini kita akan membahas mengenai peraliegada tidak bergerak (Hak
Atas Tanah).

Peralihan Hak Atas Tanah ini sering kita jumpaiadalkehidupan sehari-
hari dimana peralihan Hak Atas Tanah ini merupakalah satu cara dalam
memperoleh Hak Atas Tanah.

Dalam melakukan cara peralihan Hak Atas Tanah dayediputi sebagai
berikut:

a. Jual-beli

b. Hibah dan hibah wasiat

c. Tukar menukar

d. Pemisahan dan pembagian harta bersama/warisan

e. Pemasukan harta pokok kedalam Perseroan TerbataB.)/I(fbreng
(pemasukan modal kedalam perusahaan dalam bemntatk)ta

Maka yang tidak termasuk peralihan/pemindahan ldakad warisan tanpa
wasiat (ab intestatd}. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ade#eh
lain dalam pengalihan Hak Atas Tanah disamping yneg telah disebutkan
sebelumnya.

Sejak tanggal 24 September 1960, pengertian jua(taaah) bukan suatu
perjanjian seperti dalam Pasal 1457 jo 1458 KUH&ardndonesia, Pengertian
jual beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional didasapada pengertian jual
beli tanah menurut Hukum Adat, yaitu perbuatan nulpemindahan hak untuk
selama-lamanya dari penjual kepada pembeli dan @gsnén harga baik
seluruhnya maupun sebagaian dari pembeli kepadagbeyang dilaksanakan
secara terang dan tunai. Adapun pengertian tunai tdeang adalah sebagai
berikut#®
1. Terang, mengandung arti bahwa perbuatan hukumbelaltersebut benar-

benar dilaksanakan, dihadapan pejabat yang bengemesmbuat akta jual

belinya (Pejabat Pembuat Akta Tanah), disaksikah dua orang saksi.

* John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun
1987), Hal. 31.

*3 Jrene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005). Hal. 56.
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2. Tunai, mengandung arti adanya dua perbuatan yafaku#an secara
bersamaan (serentak), yaitu:

a. Pemindahan hak (pemindahan penguasaan yuridis)pdajual kepada
pembeli.

b. Pembayaran harga (baik sebagian maupun seluruhagai), pembeli
kepada penjual.

Konsekuensiny&?

1. Jual beli tanah tidak dapat dibatalkan.

2. Karena jual beli bukan merupakan suatu perjanjisabgdgaimana yang
dimaksudkan oleh Hukum Tanah Barat), melainkan ysgdn hukum
pemindahan penguasaan yuridis atas tanahnya ygaditeecara langsung
dan riil.

3. Apabila baru dibayar sebagian harganya, tidak meggehi selesainya
perbuatan jual beli tanah karena telah memenuhiasyanai. (Keputusan
Mahkamah Agung No. 27/K/Sip/1956).

4. Sedang terhadap sisa harganya yang belum dibagagghp sebagai utang
piutang di luar perbuatan jual beli tanah.

Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungarumrkya dengan jual beli
tanah tadi. Ini berarti bahwa jika kemudian pembétik membayar sisa harganya

maka penjual tidak dapat menuntut

2.6. Pendaftaran Tanah

Pengertian dari pendaftaran tanah adalah rangkagiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesingabwan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyagda pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daft@engenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemiseirat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah adayha#lan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang eteminya'

44 .
Ibid., Hal. 57.
> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentandd®taran Tanah, Pasal 1 butir 1
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Adapun tujuan dari pendaftaran tanah antara*fain:

1. Untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perhigdn hukum kepada

setiap kepemilikan hak atas tanah

2. Untuk menyediakan infosrmasi pertanahan kepada kypltek tertentu
termasuk pihak yang berkepentingan itu pejmerirdahdiri atau lembaga
swasta agar mendapatkan kemudahan dalam mempdeitetanah bila akan

memerlukan lahan.

3. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi di bgdpartanahan.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan BeaarNasional (BPN)
sedang pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukarkelgala Kantor Pertanahan
yang daerah kerjanya di Kabupaten dan Kota. Pafaksa Pendaftaran Tanah

meliputi#’

1. Pendaftaran pertama kali
Pendafataran tanah untuk pertama kali adalah leegmegndaftaran tanah yang
dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yangnbelidaftar berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentanda®aran Tanah atau
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kegiptrdaftaran tanah
untuk pertama kali meliputi meliputi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
b. Pembuktian hak dan pembukuannya
c. Penerbitan sertifikat
d. Penyajian data fisik dan data yuridis
e

. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

“%|bid, Pasal 3
* Diktat Hukum Agraria,” Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum
Penguasaan Dan Penggunaan Tanah”, (Diktat), Hal. 30.
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2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegatataftaran tanah untuk
menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam petalaftaran, daftar tanah,
daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifitahgan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian. Kegiatan pemealdrardata pendaftaran
tanah meliputi:
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah #&inny

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakafalm pendaftaran

tanah secara sistematik dan sporadik. Adapun urggaadalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah secara sistenfatik
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegeataaaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yanbputiesemua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilag@u bagian wilayah

suatu desa/kelurahan.

2. Pendaftaran tanah secara sporadik
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatadafiaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa objekafiarmh tanah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahararaeindividual atau
massal. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum jpkistasebagai wilayah
pendaftaran secara sistematik, pendaftarannya sdif@kan melalui
pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaranh t@eaara sporadik

dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkeggzmtin

Objek Pendaftaran Tanah melipdfi :
1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak miid guna usaha, hak
guna bangunan dan hak pakai.

8 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 , , Rasatir 10
“9|bid, Pasal 1 butir 11
0|bid, Pasal 9
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Tanah hak pengelolaan.
Tanah wakaf
Hak milik atas satuan rumah susun.

Hak tanggungan.

o g bk~ w N

Tanah Negara.

Sebagai tanda bukti bahwa bidang-bidang tanalentert yang telah
didaftarkan adalah dengan diterbitkannya sertifikak atas tanah. Sertifikat
adalah suatu tanda bukti hak sebagaimana dimaldachdPasal 19 ayat (2) huruf
¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tavakef, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak hak tanggungan yangngrasising sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Damdalam sertifikat
terdapat. Data fisik adalah keterangan mengeral{,|batas dan luas bidang tanah
dan satuan rumah susun yang didaftar, termasukakef@n mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Yangttkdakdengan Surat Ukur
sedangkan data yuridis adalah keterangan mengttas siukum bidang tanah
dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegamy&alan hak pihak lain serta
beban-beban lain yang membebaninya. dibuktikanatebgku tanah.

Untuk memperoleh data fisik maupun data yuridisdbut, maka perlu
kegiatan sebagai berik®t:

a. Kegiatan di bidang fisik mengenai tanahnya adalatukumemperoleh data
mengenai letaknya, batas-batasnya dan luasnya,sergunan-bangunan dan
tanaman-tanaman penting di atasnya (data fisikhgt@pulan data fisik
dimulai dengan penetapan letaknya, batas-batasmgad disertai pemberian
tanda batas disetiap sudutnya. Kemudian diukugadkan petanya dan Surat
Ukur sebagai alat bukti letaknya, batas-batasnyaldasnya. Setiap Surat
Ukur diberi nomor urut tahunan dan tahun penerhitan

b. Kegiatan di bidang yuridis dengan mengumpulkan datngenai haknya,

pemegang hak dan ada atau tidaknya hak pihak g ynembebannya (data

yuridis) Pengumpulan datanya menggunakan alat plktabu berupa
dokumen/ surat-surat bukti tertulis. Data yuridisngenai jenis hak dan siapa

1 Diktat Hukum Agraria,” Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum

Penguasaan Dan Penggunaan Tanah”, (Diktat), Hal. 31.
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pemegang haknya dicatat dalam buku tanah, yaitardiafan yang mencatat
data yuridis dan data fisik bidang tanah hak.

c. Selanjutnya diterbitkan sertifikat sabagai tand&tibbhak yang terdiri dari
salinan buku tanah dan surat ukur. Dincantumkangdain penerbitan
sertifikatnya.

Setiap kepemilikan suatu kebendaan harus diseetagah alat bukti yang
konkrit, dan alat bukti yang lazim berlaku adalaiktbadministratif, bukti phisik,
dan bukti yuridis, termasuk dalam kepemilikan tateatpa adanya alat bukti yang
syah, artinya bukti secara administratif dan ygridmaka seseorang yang
memiliki tanah atau kebendaannya dianggap tidakgbeada. Kedudukan alat
bukti terhadap tanah adal&h:

1. Sertifikat, merupakan alat bukti yang paling kuetapi tidak mutlak terhadap
kepemilikan suatu tanah dan surat yang disebufikattini disebut alat bukti
yang paling terkuat tetapi tidak mutlak artinyat ddakti terkuat di antara alat
bukti yang lainnya, dikatakan tidak mutlak karerat dukti sertifikat ini
masih bisa dianggap tidak syah, apabila ada p#iakyang bisa membuktikan
kebalikannya. Setelah diadu kekuatan dalam penmdoukye, maka bagi
pemegang alat bukti yang paling lengkap serta ¢aewalihan hak dan
pembuatan alat buktinya melalui prosedur yang senyas yang akan
menang dalam kepemilikan, dan sebaliknya bagibaikti atau sertifikat yang
pembutannya tidak prosedural yang dianggap kalEmdpembuktian.

2. Akta merupakan alat bukti kepemilikan suatu berdatuk tanah akta ini
berupa akta peralihan hak termasuk akta jual bediris, hibah dan lain
sebagainy. Akta merupakan alat yang melalui prbkearis/Pejabat Pembuat
Akta Tanah atau pejabat lain yang mempunyai wewgdahulu Camat bisa
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah). Al&ti ini merupakan
bukti terhadap kepemilikan tanah dan menjelaskg@rade peralihan hak atas
tanah termasuk akta jual beli, akta waris, aktalmidan sebagainya. Secara

>> Mudakir Iskandar Syah, Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
(Jakarta: Jala Permata, 2007). Hal. 44.
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yuridis alat bukti ini juga sudah mempunyai kekonataukum, akan tetapi

tidak sekuat alat bukti yang dinamakan sertifikat.

3. Alat bukti yang lain, seperti Girik, Petok dan segmya, alat bukti semacam
ini termasuk alat bukti yang lemah, namun di Inciomeerutama di daerah-
daerah alat bukti semacam ini masih banyak diketamulan dimiliki para
pemilik tanah. Sedangkan surat PBB (Pajak Bumi Bangunan), Ipeda
(luran Pembangunan Daerah), Ireda (luran rehadiilitaerah) dan sejenisnya
bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah aletapt sebagai bukti

pemilik benda dalam kaitan berkewajiban membaygkpa

Kaitannya antara alat bukti tanah dengan pembeb&sah sangat erat
sekali, bahkan secara yuridis kepemilikan suatud@danpa disertai alat bukti
administratif dan yuridis maka kepemilikan terhadajtu benda dianggap tidak
pernah ada.

Setelah membahas pengertian alat bukti, macam-maakanh bukti,
pengertian Bukti Letter C, maka dapatlah dikatakahwa Bukti Letter C dapat
digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh eseang, pada saat orang
tersebut ingin memperoleh hak akan tanahnya, dgin melakukan pendaftaran
tanah atas namanya. Dan tidak dapat dilupakan pahsva Bukti Letter C juga
merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonmeesiah milik adat, sebagai
bukti hak milik adat. Jadi bukti letter C dapatatikkan sebagai alat bukti tertulis,
kemudian di dalam hal ini penulis akan membahagdudari Bukti Letter C dari

beberapa segi :

1. Bukti Letter C sebagai salah satu syarat untuk l@mgersian tanah milik
adat. Pasal Il UUPA, ayat 1, “ Hak — hak atas tayaaly memberi wewenang
sebagaimana atau mirip dengan Hak yang dimakswndBasal 20 ayat 1,
seperti yang disebut dengan nama sebagai dibaveasity gda pada mulai
berlakunya undang-undang ini, yaitu hegrarisch eigendom, milik yayasan,
andar beni, hak atas druwe/ hak atas druwe desanipé&rant Sultan,

larderijen bezitrercht, altijddurende Erfpacht, Hak usaha atas bekas tanah
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partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun yageg akan ditegaskan

lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai lawinya Undang-Undang

ini, menjadi Hak Milik tersebut dalam Pasal 20 agatkecuali jika yang

mempunyainya tidak memenuhi syarat, sebagai tersigtam Pasal 21.”

Pengkonversian tanah milik adat dilihat dari sudlst bukti dapat
dipisahkan dalam dua macam bekas tanah milik aadtat y
a. Bekas tanah milik adat yang dianggap sudah meyapwukti tertulis:

girik, kekitir, petuk pajak dan sebagainya.

b. Bekas tanah milik adat yang belum atau tida&ndjkapi dengan alat bukti
tertulis>?

Dari penjelasan di atas, maka sangat jelas disabutkntuk
pengkonversian tanah milik adat memerlukan alattipdkia macam; salah
satunya petuk pajak atau bisa dikatakan Bukti L&ite

Dalam hal pengkonversian tanah milik adat Buktitd&ieC ini disebut
sebagai tanda bukti hak.

R. Soeprapto mengemukakan tentang tanda bukti héik edat
sebagai berikut :

Adapun yang dimaksud dengan surat-surat bukti herkunut Peraturan
Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1862h :

a. Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkaatu?an Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1959, ordonantie tersebut dalam %3 NMomor 38 dan
Peraturan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta #anesidenan
Surakarta serta Sumatera Timur, Riau dan Kalimamarat (Pasal 2
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2ihet962).

b. Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia diakti surat pemberian
hak dari instansi yang berwenang (Pasal 3 sub atian Menteri
Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1982).

Dari penjelasan R. Soeprapto di atas maka semalkis pahwa surat
pajak (Girik, Petuk, Letter C, ) merupakan tandkitblak terutama tanda hak
milik adat. Kemudian R. Soeprapto menjelaskan kdéntizwa : Menurut

>R, Soeprapto, Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktek, (Jakarta: CV. Mitra Sari,
1986). Hal. 207.
**1bid, Hal. 209 -210.
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Permendagri Nomor SK. 26/DDA/1970 (tentang penegdsanversi dan

pendaftaran bekas hak — hak Indonesia atas tanah).

Yang dianggap sebagai tanda bukti hak menurut WaratMenteri

Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun1962 Pasal 8ialad

Untuk daerah-daerah yang sebelum tanggal 24 Septeb®60 sudah
ada Pajak Hasil BumiLandrente) atau Verponding Indonesia maka yang
dianggap sebagai tanda bukti hak ialah :

a. Surat Pajak hasil Bumi at&ferponding Indonesia.

b. Girik, pipil, kekitir, petuk dan sebagainya hangikeluarkan sebelum
tanggal 24 September 1960. Jika antara tanggaepte®ber 1960 sampai
dengan tanggal diselenggarakannya pendaftaran taeabrut Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terjadi jual bakat menukar, hibah,
maka asli surat-surat akta jual beli, tukar menuk#@ah yang sah yaitu
yang dibuat dihadapan Kepala Desa/ Adat setemfaat, chbuat menurut
hukum adat setempat, harus dilampirkan juga seliagda bukti hak>

2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hakk natas tanah.
Memperoleh hak milik atas sebidang tanah sebagsil dari pembagian
warisan, membeli sebidang tanah atau hibah tidakeriekan prosedur yang
panjang, dapat dilakukan di muka Notaris/ Pejabainitfuat Akta Tanah
(PPAT) dalam pembuatan akta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentasrglgstaran
tanah, Pasal 24 ayat 1, untuk keperluan pendaftanhak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama yang dibuktik@mgan bukti tertulis,
diantaranya girik, kekitir, petuk pajak burrahdrente.

Bukti Letter C sebagai alat bukti perolehan halk &aah ini ada beberapa
sarjana yang tidak menyetujui :

a. D. Bidara, dan Martin P. Bidara
Beliau — beliau ini menyatakan bahwa catatan dakuldesa (Letter C) tidak
dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidaksetitai bukti-bukti lain.

5 1bid, Hal. 210.
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Kedua sarjana ini berpendapat atas dasar keputsarReg. Nomor 84k/
Sip/ 1973 tanggal 25 Juni 1973.

b. Effendi Peranginangin
Beliau dalam menjawab suatu pertanyaan “Apakaht g@jak (girik, petuk,
Letter C, Ipeda) dapat dianggap sebagai hak btési @mnah, kalau sebidang
tanah belum bersertifikat, maka yang ada mungkimyaaurat pajak (girik,
petuk, Letter C, tanpa pembayaran Ipeda). Mahkahgaimg dalam beberapa
keputusannya telah menyatakan bahwa surat pajdanbbukti pemilikan
hak atas tanah. Surat pajak tanah hanyalah peatesit bahwa yang
membayar atau wajib pajak adalah orang yang namtergantum dalam
surat pajak’

c. A.P.Parlindungan
AP. Parlindungan berkomentar dalam bukunya bahwta“Karus meninjau
bagaimana pandangan dari Mahkamah Agung Nomork.$4p/ 80. Tidak
diakui sebagai bukti hak atas tanah yang sah,-surat pajak bumi atau
Letter C tersebut hanya merupakan bukti permulaatukumendapatkan
tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitifikat (Pasal 13 jo Pasal 17
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1881).

Tetapi walaupun demikian Bukti Letter C tetap dakain sebagai alat bukti.
Mengapa demikian, karena untuk memperoleh hak taresh seseorang harus
memiliki alat bukti yang menyatakan tanah itu nml&. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat 1miémyatakan untuk
keperluan pendaftaran hak — hak atas tanah dilarktidengan alat bukti, salah
satunya bukti tertulis adalah Bukti Letter C yangrupakan alat bukti perolehan
hak atas tanah yaitu bukti tertulis karena BuktitereC itu berisi tentang hal-hal
yang menyangkut tanahnya dan semua itu tertuligatejelas.

Mengenai pendapat-pendapat di atas itu tidak besaldh karena Letter C

juga memiliki fungsi yang telah disebutkan pargasea-sarjana tersebut di atas,

*® D. Bidara, dan Martin P Bidara, Ketentuan Perundang-undangan Yurispridensi dan
Pendapat Mahkamah Agung Rl tentang Hukum Acara Perdata, (Pradnya Paramita, Jakarta,
1984), Hal. 61.

>’ Effendi Peranginangin, Pembuatan Akta, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), Hal. 16.

2 AP Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT, (Bandung: Mandar
Maju, 1998), hal. 13.

UNIVERSITAS INDONESIA

TIHMRIEAYGHAMS .- MArnBATRac-rimaas§ AN AR IR @P1 2



51

tetapi tetap dalam perkembangannya Letter C tdtagiayatakan sebagai alat
bukti. Tidak cukup sampai disitu saja, pihak bankn pmemiliki keberanian
bahkan keyakinan untuk memberikan kredit kepadatutefpang memiliki tanah
yang bukti kepemilikannya berupa Letter C.

Pada penjelasan dari Pasal 8 Undang — undang NomoFahun
1992°%entang Perbankatisebutkan sebagai berikut :

Kredit yang diberikan bank mengandung resiko, gsgian dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-amay Sehat. Untuk
mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kaglam arti keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasndmya sesuai dengan
yang diperjanjikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum mekdrerkredit bank
harus melakukan penilaian yang seksama terhadagkwie¢mampuan, modal,
agunan, dan proyek usaha dari debitur. Menginghtvhaagunan adalah salah
satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apalgitddsarkan unsur-unsur lain
telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuantulelmhengembalikan
hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, praigek hak tagih yang
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukuneladgitu tanah
yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk damlain yang sejenis dapat
digunakan sebagai agunan, bank tidak wajib menaigtenan berupa barang yang
tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiggag lazim dikenal dengan
“agunan tambaharf®

Jadi sudah semakin jelas bahwa Bukti Letter C smbalgt bukti untuk

memperoleh dan untuk pendaftaran hak atas tanahsebagai bukti tertulis.

AP Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT, (Bandung: Mandar
Maju, 1998), Hal. 30.
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2.7. ANALISA POKOK PERMASALAHAN

2.7.1. Analisa cara perolehan tanah yang dilakukan oleh Badan Hukum

dalam hal ini P.T. Lapindo Brantas terhadap tanah hak milik
masyar akat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo

Sehubungan dengan sistem perolehan tanah, perwhdifkan dahulu 3

(tiga) hal yaitu®*

1.

Proyeknya, yaitu apa yang dikembangkan/dibangunatdis tanah yang
diperoleh. Tanah yang tersedia itu akan digunakankukeperluan pribadi,

usaha, atau keperluan khusus lainnya.

. Lokasinya, yaitu letak proyeknya yang bersangkuthruk itu perlu diketahui

terlebin dahulu Rencana Tata Ruang Wilayah (di DREncana Bagian
Wilayah Kota). Apabila untuk keperluan bisnis/prioyertentu perlu dimohon
liin Prinsip dan ljin Lokasi (Peraturan Menteri Neg Agraria/Kepala BPN
No. 2/1999 Tentang ljin Lokasi).

. Tanah yang tersedia, yaitu segi fisik dan segidysmya.

Untuk menguasai bidang-bidang tanah tertentu pliderhatikan tata cara

perolehan tanahnya. Hal-hal yang harus diperhatitalam perolehan tanah

adalah sebagai berikgf:

1.

Status tanah yang diperlukan

Tanah yang tersedia dapat berstatus:

a. Tanah negara yaitu tanah yang masih langsung dikabesh negara

b. Tanah ulayat masyarakat hukum adat

c. Tanah hak yaitu tanah yang sudah dihaki dengam salta hak yaitu hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak @aiaihak pengelolaan.

. Status hukum dari pihak yang memerlukan tanah akamentukan cara yang

akan digunakan, oleh karena terkait dengan ketertdaa syarat-syarat sebagai

subjek hak atas tanah.

1 irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005). Hal. 49.

%2 Arie Sukanti Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya.(Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Ul, 2007). Hal. 24.
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a.Bagi Instansi Pemerintah yang oleh UUPA hanya dgkinrkan mempunyai
tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, paroléanahnya
dilakukan dengan pelepasan hak.

b.Bagi perusahaan, baik Badan Hukum Milik Swasta tlapgempunyai tanah
dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau dalanmhah digunakan
untuk usaha perkebunan dan sejenisnya dapat dipdepgan Hak Guna
Usaha

3. Apabila tanah yang bersangkutan berstatus tanah imalka cara yang
digunakan tergantung pada ada atau tidak adanyedikesyang empunya
tanah untuk menyerahkan kepada yang memerlukagadéeemungkinan:
a.Apabila ada kesediaan untuk menyerahkan dengamedakamaka ditempuh

melalui:

1) Acara pemindahan hak, misalnya jual beli, tukar wiken, atau hibah,
yaitu jika yang memerlukan tanah memenuhi syabaga subjek hak
tanah yang dipindahkan itu.

2) Acara pembebasan tanah, diikuti dengan permohom&nblaru yang
sesuail, yaitu jika pithak yang memerlukan tanahkticeemenuhi syarat
sebagai subjek hak atas tanah yang bersangkutan.

b. Jika tidak ada kesediaan untuk menyerahkannya desigarela, apabila
syarat-syaratnya dipenuhi, maka dapat ditempuhlmedaara pencabutan
hak untuk kepentingan umum.

Dalam hal ini tanah yang tersedia adalah tanah y@ailg sudah dihaki
dengan hak milik dan status hukum dari pihak yaegnerlukan tanah hak milik
tersebut adalah sebuah badan hukum yaitu perseterdatas, bagi suatu
perseroan atau badan hukum yang hendak mengueasai sunah hak, hanya
dapat menguasai tanah hak yang di haki oleh ha& gangunan, hak guna usaha
dan hak pakai, oleh karena itu cara acara pemimdaddamisalnya jual beli, tukar
menukar atau hibah tidak bisa dilakukan karena bgdandang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrarsalPZl ayat (1) dan ayat
(2) yang berbunyi:

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak mil
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(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yapat dnempunyai

hak milik dan syarat-syaratnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia &ad8 Tahun 1963
Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapatpwmeyai Hak Milik
Atas Tanah Pasal 1 yang berbunyi :

Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapatpuayai hak milik

atas tanah, masing-masing dengan pembatasan ysatgutkan pada pasal-

pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini:

a) Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnygelout Bank
Negara);

b) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yangirikh
berdasar atas Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 h@den-
Negara tahun 1958 Nomor 139);

c) Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh  Menteri
Pertanian/Agraria, setelah mendengar Mneteri Agama,;

d) Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri dean/Agraria,
setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Jadi menurut dua peraturan di atas yang menjadiekuHak Milik adalah
warganegara Indonesia, Badan Hukum Indonesia y#ngjuk oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yaitu bank-banlarseg<operasi pertanian,
badan keagamaan, dan badan-badan sosial. Jeldmttdrdahwa suatu badan
hukum perseroan terbatas tidak dapat menguasaniialatas tanah.

Cara agar suatu badan hukum Perseroan Terbatas mi@pguasai hak
milik atas tanah adalah dengan cara:

1. Pelepasan Hak atau disebut juga Pembebasan Hak

2. Pemindahan Hak yang didahului dengan perubahan hak

Sejak tanggal 23 Oktober 1993, yaitu dengan dilkabnya Peraturan Menteri
Negeri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 yamgnidian dilengkapi
dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Bior 21 Tahun 1994,
tata cara perolehan tanah mengalami deregulasiuieketentuan tersebut ada 2
cara perolehan tanah yang dapat dlakukan terhaelipasig tanah hak yang

tersedia, yaitu:
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1. Pelepasan hak atas tanah secara sukarela oleh gegnégknya. adalah
kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemég&rafas tanah dengan
tanah yang dikuasainya dengan memberikan gantiatagi dasar musyawarah.
Pelepasan tanah ini hanya dapat dilakukan atasr das@etujuan dan
kesepakatan dari pihak pemegang hak baik mengehaikt pelaksanaannya
maupun mengenai besar dan bentuk ganti rugi yaag diberikan terhadap
tanahnya. Kegiatan pelepasan hak ini bukan hanyakulian untuk
kepentingan umum semata akan tetapi juga dap&iuéda untuk kepentingan
swasta. Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan ha#tagamendapat ganti
rugi adalah tanah-tanah yang telah mempunyai sesbhak berdasarkan
Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan taaahh masyarakat
hukum adat. Adapun ganti rugi yang diberikan kepad#@k yang telah
melepaskan haknya tersebut adalah dapat berupa tzeradn pengganti atau
pemukiman kembali
Pelepasan hak merupakan bentuk kegiatan pengaalaam yang menerapkan
prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.aAmdepasan hak digunakan
jika pihak yang memerlukan tanah tidak memenuhratysebagai subyek hak
atas tanah yang tersedia. Dengan prosedur apahbilgyanvarah sudah
mencapai kata sepakat tentang besarnya imbalarpetaiiik tanah bersedia
mengosongkan tanahnya, maka dilaksanakan pembayakaian dan pada
saat yang bersamaan pemilik tanah melepaskan lek tahahnya yang
dibuktikan dengan Akta Pelepasan Hak yang dibuataf¢o atau Surat
Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat Camat ataalaKéfantor Badan
Pertanahan BPN setempat. Mealalui surat tersebiduktikan telah
dilaksanakan pembayaran imbalan oleh pihak yangkeahakan pembebasan
hak kepada pemilik tanah dan selanjutnya pemilikatta melaksanakan
pelepasan haknya, menjadi tanah negara, seteladsaselpelaksanaan
pembebasan tanah, pihak yang melaksanakan pembelzsa wajib
mengajukan permohonan hak baru yang sesuai dergmerikannya supaya
dapat menguasai dan menggunakan tanahnya secalra leg

2. Pemindahan hak yang didahului dengan perubahamakeakara ini dilakukan
agar tidak menyalahi/melanggar ketentuan Pasalyd6 (2) Undang-Undang
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Pokok Agraria. Adapun yang dimaksud dengan perubdiek itu sendiri
adalah penetapan pemerintah mengenai penegasaa bahidang tanah yang
semula dipunyai dengan suatu hak, atas permohoeamegang haknya
menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tearakbut kepadanya
dengan hak yang lain jenisnya daripada hak senidai. definisi ini dapat
disimpulkan bahwa perubahan hak itu terjadi atasdadanya permohonan
dari pemilik tanah. Tata cara pemindahan hak yadghdilui oleh perubahan
hak ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagtu pengembang
atau penyelenggara pembangunan suatu proyek yamgno&an tanah yang
luas, sementara tanah yang tersedia berstatus Hikk Mengan dilakukannya
tata cara ini, penyelenggara pembangunan akan melape&euntungan baik
dari segi penghematan biaya maupun waktu yang ldk@er dengan tetap
memperhatikan aturan-aturan hukum. Berikut ini allalangkah-langkah
pemindahan hak yang dapat dilakukan oleh suatu egpelbgng atau
penyelenggara proyek:

a) Penguasaan tanah oleh pengembang didahului deregabhaygaran harga
tanah yang telah disepakati kepada pemilik tanambuRtan hukum ini
dinyatakan dalam Surat Pengikatan Akan Jual Beli Bemberian Kuasa

b) Adapun isi dari Pengikatan Akan Jual Beli dan Pemahekuasa adalah;

1) Pemilik tanah menyerahkan tanhanya kepada pihak
pengembang/penyelenggara pembangunan.

2) Pemilik tanah bersedia mengajukan permohonan kepegdara haknya
diubah menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakaiué&an menjual
tanah Hak Guna Bangunan atau hak Pakai tersebuad&epihak
pengembang/penyelenggara pembangunan

3) Jual beli Hak Guna Bangunan atau hak Pakai tersdjgdi dengan
harga Rp...

4) Pemilik tanah memberikan kuasa kepada pihak
pengembang/penyelenggara pembangunan untuk danates pemilik
tanah mengajukan dan menandatangani surat permohoerabahan

Hak Milik menjadi Hak Guna bangunan atau Hak Pakai.
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5) Apabila proses perubahan hak selesai dan tandhtezldaftar atas nama
pemilik tanah, pemilik tanah memberikan kuasa kapapihak
pengembang/penyelenggara pembangunan untuk damaates pemilik
tanah menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Befémbuat Akta
Tanah.

6) Pemilik tanah  juga memberikan kuasa kepada  pihak
pengembang/penyelenggara pembangunan untuk dan nat@asnya
melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yapgndang perlu,
yang kesemuanya dalam rangka pemindahan hak yaegalidengan
perubahan hak tersebut.

c) Apabila permohonan perubahan hak disetujui, makaalee Kantor
Pertanahan akan melakukan pencatatan pada Bukuh FHela Milik dan
Sertipikat Hak milik.

d) Setelah proses perubahan hak di Kantor Pertanalk#sas barulah
dilakukan pemindahan hak (jual beli) dihadapan lRdjegPembuat Akta
Tanah.

e) Terakhir dilakukanlah pendaftaran jual beli tanak ltersebut di Kantor
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional. Dengan deml@ma pemilik
tanah dicoret dan diganti dengan nama pemilik yaag dalam hal ini

pengembang atau penyelenggara pembangunan.

Jika kita kembali ke cara perolehan hak atas tgaag dilakukan oleh P.T.
Lapindo Brantas menurut Perpres 14/2007 Pasal &b (ay tersebut dalam hal
memenuhi ganti rugi PT. Lapindo Brantas harus mdéimbeah dan bangunan
masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo ateaggta jual-beli, jadi yang
dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas untuk mengudsaah dan bangunan
masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjcelbeitsdengan cara acara
pemindahan hak Jual-Beli

Bagi perusahaan-perusahaana atau badan hukum wamadgkhmenguasai
tanah tersebut hanya dapat mempunyai hak guna banghak guna usaha dan
hak pakai. Tetapi tanah dan bangunan masyarakat tgkena luapan lumpur
Sidoarjo tersebut juga terdapat Hak Milik Adat/Ysgma (Petok-D/Letter-C).
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Sehubungan dengan perbuatan hukum acara pemintakaatau jual beli yang
dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas, menurut heneatupis hal tersebut tidak
tepat. Karena tanah yang hendak dikuasai oleh Bindo Brantas berstatus Hak
Milik Adat/Yayasan (Petok-D/Letter-C), sedangkan .PTapindo Brantas
berstatus badan hukum. Jadi jika perbuatan hukwanbelinya tetap dilakukan
hal itu jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 26 @) Undang-Undang Pokok

Agraria yang berbunyi:

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemhedangan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untugslamy atau tidak
langsung memindahkan hak milik kepada orang askepada seorang
warganegara yang disamping kewarganegaraan In@myasimempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hddaowali yang
ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasalatl2, adalah batal
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negaraaddmgentuan, bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlamgsserta semua
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidardut kembali”.

Dan menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menjadyeibHak Milik
adalah warganegara Indonesia, Badan Hukum Indonesig ditunjuk oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yaitk-bank negara, koperasi
pertanian, badan keagamaan, dan badan-badan shead. terlihat bahwa PT.
Lapindo bukan Badan Hukum Indonesia yang ditunjgk &P 38/1963, jadi PT.
Lapindo Brantas bukan merupakan subyek yang dapaguasai Hak Milik atas
tanah

Jadi cara perolehan hak atas tanah yang dilakulk&nRY . Lapindo Brantas
terhadap hak milik atas tanah yang terkena luapamplir Sidoarjo dengan
pemindahan hak jual beli bertentangan dengan R&salat (2) UUPA, dimana
apabila PT. Lapindo Brantas yang berstatus bad&anhuetap melakukan jual-
beli terhadap hak milik atas tanah tersebut makdljali tersebut batal demi
hukum, istilah batal demi hukum menurut hemat pisnatialah sama dengan
tidak pernah terjadi transaksi jual-bel

Menurut penulis cara yang tepat untuk digunakah BI€. Lapindo Brantas
adalah cara pembebasan tanah hak yang diikuti dggeganohonan hak.

Acara Pembebasan hak digunakan jika pihak yang mhekae tanah tidak

memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah tgasedia. Misalnya tanah
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yang tersedia Hak Milik (bekas) Hak Milik Adat yabglum bersertipikat, sedang
yang memerlukan tanah berstatus badan hukum In@do(ferseroan Terbatas).
Dalam hal demikian diketahui bahwa tidak dapatkdikan pemindahan hak (jual
beli).

Adapun yang dimaksud dengan Pembebasan Hak adstiap perbuatan
untuk melepaskan hubungan hukum antara hak dersgah thaknya dengan
disertai pemberian imbalan yang disepakati bersataa dasar musyawarah
langsung antara pihak yang memerlukan dengan pertalinah, mengenai
besarnya imbalan atas bidang tanah berikut bangateantanaman dan benda-
benda lain yang melengkapinya.

Apabila musyawarah sudah mencapai kata sepakaanggnbesarnya
imbalan dan pemilik tanah bersedia mengosongkaahtga, maka dilaksanakan
pembayaran imbalan dan pada saat yang bersamaalkpgamah melepeskan
hak atas tanahnnya yang dibuktikan dengan AktapBs#ém Hak (yang dibuat
Notaris) atau Surat Pernyataan Pelepasan Hak (gidngat oleh Camat atau
Kepala Kantor Badan Pertanahan BPN setempat). Melalrat tersebut
dibuktikan telah dilaksanakan pembayaran imbalareh olpihak yang
melaksanakan pembebasan hak kepada pemilik tamatselanjutnya pemilik
tanah melaksanakan pelepasan haknya, menjadi kegdra.

Setelah selesai pelaksanaan pembebasan tanah, y@ihgkmelaksanakan
pembebasan hak wajib mengajukan permohonan hak lpang yang sesuai
dengan keperluannya supaya dapat menguasai dargomatk@n tanahnya secara
legal.

Prosedur permohonan hak atas tanah sendiri dagatakan apabila tanah
yang tersedia berstatus tanah Negara, yaitu tamag langsung dikuasai oleh
Negara. Dalam pengertian ini termasuk tanah Negaag berasal dari
pembebasan hak atau pelepasan hak untuk kepentuigak lain. Melalui tata
cara tersebut dapat diperoleh tanah dengan halethaktanah yang primer, yaitu
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, HakalP

Atas dasar hal tersebut di atas cara dan prosédahiyang seharusnya
digunakan oleh P.T Lapindo Brantas untuk mengussaiu tanah secara legal.

Cara pembebasan tanah yang diikuti dengan permohba& tersebut juga
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dipertegas oleh surat pernyataan yang dibuat oRATPKabupaten Sidoarjo
Heroe Djatmiko, S.H. yang menurut beliau dalam tsupgrnyataannya.
Berpendapat tidak mungkin bisa dibuatkan Akta JBali oleh PPAT atas
sebagian tanah-tanah warga terdampak lumpur Sgjodfiususnya yang
berstatus Hak Milik adat/yasan (Petok-D/Leter-C &esSK Gubernur).
Walaupun ada arahan dan atau petunjuk dari kantotarehan Kabupaten
Sidoarjo, namun pada ujungnya akta jual-beli yandguwht tidak bisa untuk
dilanjutkan ke pendaftaran dan balik nama karena IRpindo Brantas tetap
harus mengajukan permohonan hak.

Berkaitan dengan perolehan tanah yang dilakukam &€T. Lapindo
Brantas terhadap hak milik atas tanah masyarakkiago yang terkena luapan
lumpur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14nT@807 Tentang Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam Peraturasideme tersebut khususnya
Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyamak@T Lapindo

Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat texkgna luapan

lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bert@egpai dengan peta
area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akteb@i kepemilikan

tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yks@hkan oleh

Pemerintah”.

Menurut hemat penulis Perpres 14/2007 tersebutdgray tidak sah karena tidak
adanya obyek jual beli yang jelas. Karena tanabkatersebut yang terkana
luapan lumpur Sidoarjo tersebut termasuk kategamah Musnah, menurut
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Redabbkesia Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Penanganan Bencana Dan PengembakarddhadViasyarakat Atas
Aset Tanah Di Wilayah Bencana Pasal 1 angka 9 pgageTanah musnah

adalah :

“Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubahbdatuk asalanya
karena peristiwva alam dan tidak dapat diidentifidagi sehingga tidak
dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebvegna mestinya.”

Menurut pengertian mengenai tanah musnah di atds rfamah yang terkena

luapan lumpur Sidarjo termasuk kategori Tanah Musyang tidak dapat lagi
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dikenali wujud fisiknya sehingga batas hak kepdwmiinya secara yuridis tidak

dapat lagi ditentukan. Pengertian tersebut seselagah kondisi tanah di area

terdampak, yang sudah menjelma menjadi lumpur diak thisa dikenali lagi

batas-batas administratif kepemilikannya. Apabil®engacu kepada UUPA

khususnya Pasal 27 mengenai hapusnya Hak Milik :

Hak Milik hapus apa bila:

a.

b.

Tanahnya jatuh kepada negara,

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
3. karena di telantarkan

4. karena ketentuan —pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
Tanahnya musnah.

Pasal 34 UUPA mengenai hapusnya Hak guna-usaha :

Hak guna-usaha hapus karena :

a.
b.

= ® 2 o

g.

Jangka waktunya berakhir

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir kareeauatu syarat tidak
dipenuhi

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangkaumgktberakhir

Dicabut untuk kepentingan umum

Diterlantarkan

Tanahnya mushah

Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2)

Pasal 40 UUPA mengenai hapusnya Hak guna bangunan :

Hak guna-bangunan hapus karena:

a.
b.

~ ® o o

Q@

Jangka waktunya berakhir

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir kareaauatu syarat tidak
dipenuhi

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangkaumgktberakhir

Dicabut untuk kepentingan umum

Diterlantarkan

Tanahnya musnah

Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2)
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Jika kita lihat di atas khususnya Pasal 27 (b)aP24 (f), dan Pasal 40 (f)
maka hak atas tanah tersebut telah musnah. Oleh&#u Tanah-tanah musnah
akibat faktor memaksa “force major” tersebut tidkdpat lagi dialihkan haknya,
baik dengan cara jual beli, hibah, wasiat, pewaristau dengan cara lain, karena
tanah tersebut telah kehilangan statusnya sebdgek dlukum kebendaan dan
harus kembali kepada pemilikan negara.

Dengan kata lain, tanah-tanah dan gedung-gedung temkena luapan
lumpur Sidoarjo menjadi hak milik negara. Konsepl jbeli atas tanah yang
terkena lumpur tidak memiliki dasar hukum yang kuat

Tetapi dalam kenyataannya Ganti Rugi tetap haruglae dan Perpres
14/2007 sudah mendapat putusan Nomor 24/P/HUM/288kim Mahkamah
Agung Perpres No.14 Tahun 2007 dianggap sebagti puaduk kebijakan yang
telah dikeluarkan secara sah. Putusan uji matatikamah Agung bersifat final
dan binding (langsung mengikat dan tidak dapatkdkan upaya hukum lebih
lanjut). Dengan demikian, maka putusan atas Pefgeesl4 Tahun 2007 oleh
Mahkamah Agung tersebut menguatkan atau melegttisnasu Produk eksekutif

yang secara nyata melanggar hukum.

2.2.2. Analisa pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh P.T. Lapindo

Brantasterhadap masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo

Dalam rangka pemberian solusi bagi warga yang rdekgrban luapan
lumpur mengenai tanah yang terkena luapan, makaeffrgah menerbitkan
Perpres No. 14 tahun 2007 tentang Badan Penangguiabumpur Sidoarjo,
dimana disebutkan:

Ayat (1) :

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyanall. Lapindo Brantas

membeli tanah dan bangunan masyarakat yang teitkepan lumpur Sidoarjo

dengan pembayaran secara bertahap. Sesuai dertgasarge terdampak tanggal
22 Maret 2007 dengan akta jual beli kepemilikarabkagang mencantumkan luas
tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah”.

Ayat (2) :
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“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yarngh telisetujui dan
dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam petdeadampak 4 Desember
2006, 20% (duapuluh persen) dibayar dimuka danngssalibayarkan paling
lambat sebulan sebelum masa kontrak habis”.

Untuk pada umumnya perjanjian akan melakukan jedil yang dibuat
mempunyai dua alasan:

a. Apabila tanah belum bersertifikat
b. Dalam hal pembayaran secara cicilan atau termin.

Sedangkan berdasarkan keterangan yang diperolehB&S, bahwa
ganti rugi dalam bentuk jual beli tersebut, dilanldengan Perjanjian lkatan Jual
Beli, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan kesepakatan antara warga korbapulugengan pihak P.T.

Lapindo mengenai ganti rugi dengan jual beli.

2. Penyerahan berkas-berkas kepemilikanoleh wargaakorb

a. Yang mempunyai sertifikat, langsung diadakan peekgt di Kantor
Pertanahan.

b. Yang tidak memiliki sertifikat, diadakan pengukurtamah dan indetifikasi
bangunan yang kemudian disusul dengan penelitiadigu

Data diolah, yang kemudian di umumkan dalam wakltary kerja

Pembuatan berita acara

Perjanjian ikatan jual beli dihadapan notaris

o g bk~ w

Pembayaran 209

Ganti rugi yang diberikan kepada warga korban lumyang berada di
dalam peta area terdampak dilakukan oleh PT. LapBrdntas Inc, Sebagaimana
yang di amanatkan oleh Perpres 14/2007 Pasal 15(Byaan ayat (2) dalam
pelaksanaan ganti rugi atau jual beli ini harusatoelbeberapa tahapan dengan
skema 20-80% pada korban peta area terdampak ta2@ddaret 2007. Dalam
proses verifikasi tersebut muncul banyak kendala hambatan.

Berawal dari bukti kepemilikan yang dimiliki wargharus dapat

mendukung kepemilikan atas objek yang dimintakantigaigi, persoalannya

sebagian warga diluar Perumahan Tanggulangin Anggpjahtera (Perumtas)

% Badan Pelaksana Badan Penanggulanganan Lumpur Sidoarjo (BP-BPLS)
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tanahnya belum bersertifikat, sedangkan rumah raewh-rata tidak mempunyai
liin Mendirikan Bangunan (IMB), oleh karena itu joeadanya suatu aturan yang
mengikat berkaitan dengan kepemilikan tanah dashaagunan.

Karena belum ada kesepakatan yang signifikan, ykpgt memberikan
jawaban atas verifikasi terkait luasan bangunarkanagputuskan dengan lembaga
sumpah, yang pelaksanaannya dilakukan mulai tang@&alJuli 2007 dan
seterusnya. Lembaga sumpah ini muncul dari PT.ndapiyang secara ikhlas
menyampaikan solusi bagi luas tanah dan bangunamy ymlak mungkin
dilakukan pengecekan lapangan maupun penelitian labjut.

Selain itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaambpyaran jual beli
yang di atur dalam Perpres N0.14/2007, yaitu pdaolasebagian kecil warga
terhadap skema pembayaran jual beli 20% dan 80%ga\aenuntut skema lain
sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Merekaaladsgbagian warga Desa
Renokenongo yang masih tinggal di pengungsian FBaar Porong. Pendapat
yang beredar dimasyarakat adalah:

a. Bagi yang telah menerima uang kontrak, maka hangadapatkan uang
muka ganti rugi 20% dan setelah 2 tahun kemudiamenmaa 80% nya

b. Bagi yang tidak menerima uang kontrak, maka satanbsetelah menerima
uang muka 20% segera dibayarkan kekurangan yangt80%

Melihat kendala-kendala yang muncul dalam mengimplgasikan
Perpres No. 14/2007 di atas, menunjukan bahwa dpklaksanaannya belum
dapat memenuhi faktor-faktor pendukung keberhasgeltaksanaan kebijakan
faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilankseinaan kebijakan yaitu :

a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat.

b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti sefes terlebih dahulu.

c. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasytaf®a mengenai
kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelkrsasaran.

d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan.

e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasionam daéaksanaan
kebijakan.

f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yarm@madai dalam

pelaksanaan kebijakan.
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Dari keseluruhan faktor yang mendukung keberhasitaplementasi
kebijakan di atas, nampaknya hal-hal yang terkaiigdn masyarakat belum dapat
terpenuhi secara sempurna. Hal ini terbukti deragtanya kendala-kendala yang
berasal dari masyarakat. Hal ini menunjukan bahsimetadaan perpres ini belum
dapat diterima secara penuh oleh sebagian masyakdkesusnya warga yang
menjadi korban luapan lumpur tersebut . Berbagatukeprotes dilakukan oleh
sebagian warga yang menolak perpres ini. Khususrgr@a yang hingga Kini
masih berada dipengungsian Pasar Baru Porongn&anenurut para pengungsi,
Perpres ini sangat tidak mewakili aspirasi dan yakg seharusnya didapatkan
oleh para pengungsi, yang dalam hal ini adalah éorbari bencana luapan
lumpur panas dari PT. Lapindo Brantas Inc. Deng#apttinggal di pengungsian
dan tidak mau menerima sedikitpun skema pembaygaag telah ditentukan,
para pengungsi dari desa Renokenongo ini tetap egumangkan apa yang
menjadi tuntutan terbesarnya.

Berkaitan dengan rencana penyelesaian 80% juatdyelh dan bangunan
warga terdampak sesuai Perpres No. 14/2007 sentgaweh permintaan dan
harapan Perwakilan warga korban luapan lumpur ngnkajelasan formula yang
akan ditawarkan PT. Lapindo disampaikan pada peertanggal 20 April 2008,
di Shangrila dan EImi Hotel, maka dengan ini hendaknsosialisasikan
kebijakan kami sebagai berikut :

1. Semua berkas (SHM/SHGB) yang bisa di AJB kan oletahs/PPAT, maka
penyelesaian 80% akan dibayar secar cash and easwai judul yang
tercantum dalam Perjanjian lkatan Jual Beli (PR&)o.

2. Semua berkas (Petok D/Letter C/SK Gogol) yang tidiak di AJB kan oleh
Notaris/PPAT diberikan solusi program reettlemeenhghn formula tanah
perkarangan mendapat relokasi dengan perbandingarl Hari luas asal
bangunan rumah seluas tertentu (standar yang dibaR3. War) + susuk
sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut RId&a 20%. Dengan tidak

memperhitungkan uang muka 20%.
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3. Bagi pemilik berkas yang tidak bisa di AJB kan delah menerima program
resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan dibekkaempatan untuk menjual
kembali kepada PT MLJ (buyback) dengan nilai yaarga®

Yang juga merupakan hambatan besar dalam pelaksaga@ti rugi
adalah bahwa jual beli yang dilakukan sebagaimang ylitentukan dalam Pasal

15 Perpres No. 14/2007 bertentangan dengan Pasata?§2) UUPA. Jadi jual

beli yang dilakukan batal demi hukum karena piRdk Minarak Lapindo Jaya

sebagai badan hukum tidak memenuhi syarat sebadgeks hak atas tanah.

Akibatnya jual beli batal demi hukum dan dianggdpk pernah terjadi transaksi

jual beli dan uang yang sudah masuk atau yang wikiehn oleh PT. Lapindo

tidak dapat dituntut kembdi.

Supaya tetap dapat diberikan semacam ganti rugideegrarga, pihak PT.
Lapindo dapat menempuh cara pembebasan hak sggegtielah dijelaskan pada
uraian terdahulu. Seperti diketahui bahwa masagashbgbasan hak diatur dalam
Keppres No. 55/1993 jo Perpres 36/ 2005 jo Pers¢2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepemtidgaum. Untuk itu
berdasarkan Pasal 3 Perpres 65/2006 maka PT. lcaBirashtas harus melakukan
pelepasan hak/penyerahan hak atas tanah yang ldilakoerdasarkan prinsip
penghormatan terhadap hak atas tanah. Dalam pes@relianah/hak untuk
kepentingan umum harus dilakukan oleh panitia péaga tanah. Dalam Pasal 1
Perpres 36/2005 disebutkan bahwa panitia pengadaah adalah panitia yang
dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi @elake pembangunan untuk
kepentingan umum. Kemudian dalam Pasal 6 ayat €ipres 65/2006 bahwa
pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilaydtupaten/kota dilakukan
dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupagenylng dibentuk oleh
Bupati/Walikota.

Penyerahan/ pelepasan hak tersebut menurut Pag@rptes 65/2006

dilakukan oleh panitia pengadaan tanah yang besfiiga

ot Kebijakan PT. Minarak Lapindo Jaya Dalam Penyelesaian 80% Terhadap Warga
Terdampak Luapan Lumpur, tanggal 24 April 2008.

® surat PPAT/Noataris Heroe Djatmiko, S.H. kepada PT. Minarak Lapindo Jaya

% peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 7
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1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tdpatgunan, tanaman, dan
benda-benda lain yang akan ada katinnya dengath tgaag haknya akan
dilepaskan atau diserahkan.

2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tarasaty yhaknya akan
dilepaskna atau diserahkan dan dokumen yang menduoka.

3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yangyhadkan dilepaskan atau
diserahkan.

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada nestayang terkena
rencana pembangunan dan/atau pemegang hak at&snemgenai rencana
dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentngukasi public baik
melalui tatap muka, media cetak, maupun media releik agar dapat
diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena amacpembangunan
dan/atau pemegang hak atas tanah.

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hataasdsdan instansi
pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang menaerhakah dalam rangka
menetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan gantu rugi kepach pemegang hak
atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-bendatgrada di atas tanah.

7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahatdsatanah.

8. Mengadminstrasikan dan mendokumentasikan semuadedngadaan tanah
dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Jadi berdasarkan hal tersebut di atas maka pihakdpindo Brantas dapat
melakukan musyawarah dalam rangka pembebasan metk/tadibantu oleh
panitia pengadaan tanah kabupaten Sidoarjo danilapainisyawarah sudah
mencapai kata sepakat tentang besarnya ganti argipemilik tanah bersedia
mengosongkan tanahnya, maka dilaksanakan pembayamnérrugi dan pada saat
yang bersamaan pemilik tanah melepaskan hak atatrtaya yang dibuktikan
dengan Akta Pelepasan Hak (yang dibuat Notarisy &arat Pernyataan
Pelepasan Hak (yang dibuat oleh Camat atau KepaitdoK Badan Pertanahan
BPN setempat). Melalui surat tersebut dibuktikdahtalilaksanakan pembayaran
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imbalan oleh pihak yang melaksanakan pembebasarkd@dda pemilik tanah.

Menurut Perpres 36/2005 jo 65/2006 bentuk ganiiadagat berup&’

a. Uang.

b. Tanah pengganti.

c. Pemukiman kembali.

d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugetragaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yangsaagkutan.

Sedangkan dasar perhitungan besarnya ganti rugsatikan ata®

1. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/selbeya dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjddardasarkan penilaian
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk gehitia

2. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkaerda yang bertanggung
jawab di bidang bangunan

3. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkatrdheyang bertanggung
jawab di bidang pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut hematip@awa yang paling
tepat yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Lapind@nBas adalah acara
pembebasan hak melalui cara musyawarah dimanaapindo Brantas bersedia
memberikan ganti rugi sesuai dengan yang telalpdksdi bersama dengan warga
eks pemilik tanah hak milik warga Sidoarjo. Adagentuk ganti ruginya dapat
uang, tanah pengganti, relokasi, gabungan dariukdyntuk ganti rugi yang
sudah ada atau bentuk lain yang disetujui. Penetaenti rugi tetap harus
memperhatikan NJOP, nilai bangunan dan nilai jasman.

®” peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 13

% peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 15
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BAB I11
PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Cara perolehan hak atas tanah dengan acara pemmbak jual beli oleh P.T.
Lapindo Brantas terhadap Hak Milik atas tanah damghbnan luapan lumpur
Sidoarjo yang didasarkan pada Keppres 14/2007 padssipnya tidak
dibenarkan. Karena perbuatan hukum tersebut medariggentuan Pasal 26
ayat (2) UUPA. Hal ini disebabkan pihak P.T. Lamndrantas tidak
memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik sebagamdmtur dalam
ketentuan Pasal 21 UUPA. Apabila perbuatan hukwahljeli tetap dilakukan
maka akibat hukumnya adalah jual beli tersebutlbedaena hukum dan
tanahnya menjadi tanah Negara, dan pembayaran idakditarik kembali.
Selain itu akibat hukum lainnya adalah bahwa hals ahnah tersebut tidak
dapat didaftarkan sehingga tidak dapat diterbitkartifikat tanda bukti hak
atas nama PT. Lapindo Brantas. Perbuatan hukunatghkarena hukum yang
tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA artinya &dakma dengan tidak
pernah terjadi transaksi jual beli. Karena perbudtakum jual beli di atas
melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, malayang dapat ditempuh
untuk menyelesaikan masalah ganti rugi kasus PJdpindo sebaiknya
menggunakan tata cara pembebasan hak dimana PTndbapnembuat
perjanjian dengan pemilik tanah, dimana pemilikatafbersedia melepaskan
hubungan hukum dengan tanahnya dan P.T. Lapindeediar memberi
imbalan yang disertai pemberian imbalan yang disspdersama atas dasar
musyawarah. Pembayaran imbalan dilakukan pada ywaag bersamaan
dengan pelepasan hak atas tanahnnya yang dibuldé&agan Akta Pelepasan
Hak (yang dibuat Notaris) atau Surat Pernyataaep@sbhn Hak (yang dibuat
oleh Camat atau Kepala Kantor Badan Pertanahan 8f@&mpat). Setelah
selesai pelepasan pelaksanaan pembebasan hakweaigajukan permohonan
hak baru yang sesuai dengan keperluannya supayat dag@nguasai dan

menggunakan tanahnya secara legal.
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2. Cara yang paling tepat untuk menguasai tanah padaskdi atas adalah

pembebasan hak maka cara penentuan ganti rugi ukepgda ketentuan

Perpres 36/ 2005 jo Perpres 65/2006 tentang Peagadanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umumandinadilakukan

melalui Panitia pengadaan tanah. Adapun bentuk gagihya dapat berupa:

a.
b
C.
d

e.

Uang.

. Tanah pengganti.

Pemukiman kembali (Relokasi).

. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti keruggoagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yangsaagkutan.

Sedangkan dasar perhitungan besarnya ganti rugsatikan atas:

a.

b.

C.

3.2

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/seloeya dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjala@rdasarkan
penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yangnlikioleh panitia

Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkatrdh yang bertanggung
jawab di bidang bangunan

Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkatrdaeyang bertanggung

jawab di bidang pertanian.

Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah di jabarkan padaabagesimpulan diatas,
ada berberapa saran yang ingin disampaikan oletblipestalam penelitian
ini, yaitu:

Dalam rangka menguasai tiap bidang-bidang tanataraetegal tetap
memperhatikan status tanah, status hukum dari piag memerlukan tanah
dan ada atau tidak adanya kesediaan pemilik tagaht@ak timbul masalah
di kemudian hari. Sebaiknya pihak Pemerintah dateembuat aturan hukum
guna menyelesaikan kasus tersebut tidak mengkesgkam ketentuan yang
ada dalam UUPA, agar tidak menimbulkan masalah bdidalam
masyarakat. Dalam pelaksanaan ganti rugi terhadapak sebaiknya P.T.

Lapindo bersikap cepat dan tidak bertele-tele dateenyelesaikan masalah
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tersebut dan tetap mengacu pada ketentuan hukog berlaku. Besarnya

ganti rugi tetap memperhatikan NJOP, bangunanatzaamtan.
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